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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 





ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع „ain  apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah   Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 






Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah A A 
َ ا Kasrah I I 
َ ا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥa   an      Ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau Au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 






Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf  dan 
tanda 
Nama 
 َي… / َ ا …. Fatḥa   an ali  atau 
     
Ā a dan garis di 
atas 
ي Kasrah dan    Ī i dan garis di 
atas 




ت ام : m ta 
ًمر : ram  
ميق : qīla 
ت ىمي :  amūtu 





Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). 
sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭ  l 
ةهض افنا ةىيدمنا : al-ma īna  al-  ḍilah 
ةمكحنا  : rauḍah al-aṭ  l 
5. Syaddah (Tasydīd) 
S a  a  atau tas  ī   an   alam sist m tulisan Arab  ilamban kan dengan 
s bua  tan a tas  ī    ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اىبر : rabban  
اىيجو : najjain  





معو : nu”ima 
ودع : „ uwwun 
Jika huruf  ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ـــــؠ  , maka ia  itranslit rasi s p rti  uru  ma  a  m nja i ī. 
Contoh: 
يهع : „Ali  bukan „Ali   atau „Al   
يبرع : „Arabī  bukan „Arabi   atau „Arab   
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma‟ari a  . Dalam p  oman translit rasi ini, kata san an   itranslit rasi s p rti 
biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
( - ). 
Contoh : 
سمشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةن زنازنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسهفنا : al-falsafah 






Aturan translit rasi  uru   amza  m nja i apostro    „    an a b rlaku ba i 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta‟murūna 
عىىنا : al-nau‟ 
ءيش : s ai‟un 
ترما : umirtu 
  
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur‟an   ari al-Qur‟ n , Al am ulilla ,  an munaqas a . Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓil l al-Qur‟ n 
Al-Sunnah qabl al-ta wīn 





Kata “Alla ”  an   i a ului partik l s p rti  uru  jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍ  ilai    rasa nominal ,  itranslit rasi tanpa  uru   amza . 
Contoh: 
الله هيد     īnull    الله اب  bill   
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jal la , 
ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
 مهههنا ةمحر يف   um  ī raḥmatill   
 10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa m  Muḥamma un ill  rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‟a linn si lallaẓī bi bakkata mub rakan 





Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Far bī 
Al-Gaz lī 
Al-Munqiż min al-Ḋal l 
Jika nama r smi s s oran  m n  unakan kata Ibnu  anak  ari   an Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
Abū al-Walī  Muḥamma  ibn Rus  ,  itulis m nja i: Ibnu Rus  , Abū al-
Walī  Muḥamma   bukan: Rus  , Abū al-Walī  Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥ mi  Abū Zaī ,  itulis m nja i: Abū Zaī , Naṣr Ḥ mi   bukan: Zaī , 
Naṣr Ḥ mi  Abū . 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥ na ū wa ta‟ l  
saw.  : ṣallall  u „alai i wa sallam 
M  : Masehi 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imr n/3: 4 
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 Nasakom merupakan akronomi dari Nasionalis, Agama, dan Komunis 
yang ditulis oleh Bung Karno pada tahun 1926 sebagai pemersatuan atas tiga 
haluan ideologi gerakan pra-kemerdekaan yaitu Nasionalis, Islamis dan 
Marxisme. Sekaligus sebagai kerangka perlawan atas kolonialisme, ketertindasan 
dan penyatuan bangsa Indonesia. Sedangkan dilain sisi Piagam Madinah 
merupakan konsititusi yang pertama kali lahir di daratan Asia, Khususnya Arab, 
yang menjaga hak-hak, kekuasaan dan kewajiban masyarakat Madinah. 
Metode penelitan yang digunakan dalam penelitan ini ialah library 
research, yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur-
literatur tentang pemikiran Nasakom Bung Karno dan bPiagam Madina. 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan komparatif, Melalui metode ini, 
penulis mengungkapkan pola pikir yang digunakan untuk membahas objek yang 
diteliti dengan menggunakan pendekatan sosiologi Hukum. Adapun teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh informasi yang diperlukan 
terkait masalah yang diteliti yaitu: 1) Studi kepustakaan, merupakan teknik 
pengumpulan data dengan cara membaca buku kepustakaan dan literatur-literatur 
yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau sumber data didalam pembuatan 
skripsi ini, Studi kepustakaan  meliputi: 1) Data pribadi. 2) Data publik. 
Adapun tujuan dari penelitian ini ialah: 1) Untuk memahami konsep 
Nasakom Bung Karno. 2) Untuk memahami  konsep Piagam Madinah. 3) Untuk 
mengetahui relevansi kedua konsep dalam konteks Indonesia serta persamaan dan 
perbedaan kedua konsep  
Nasakom merupakan sebuah pemikiran Bung Karno untuk membangun 
bangsa dipilari oleh persatuan dan kesatuan serta keadilan yang diperoleh setelah 
upaya melawan penjajahan mencapai Indonesia Merdeka. Sementara Piagam 
Madinah merupakan konsitusi yang bertujuan mewujudkan sebuah kesatuan 
golongan menjadi satu nation-state yang bermoral. Dengan menjunjung hak asasi 
manusi dan keadilan sosial. Naskom Bung Krano dan Piagam Madinah. 
Bagaimanapun tidak dapat disangkalkan bahwa keduanya lahir di tengah-tengah 
ketegangan antara kelompok yang saling bersitegangan untuk kemudian disatukan 
dalam sebuah persatuan dan kesatuan, serta menerima akan adanya konteks 
kemajemukan dalam sebuah masyarakt, sekaligus menolak  akan adanya 
kesewenang-wenangan, penindasan. Adapun perbedaan dari kedua konsep bahwa 
Nasakom tidak lebih dari buah pemikiran Bung Karno yang dipengaruhi oleh 
ketiga entitas ini Nasionalis Islam dan Komunis. Sementara Piagam Madinah 
yang digagas oleh buah pemikiran sang pesuru Tuhan Muhammad Saw. serta 
kematangan Al-Qur’an yang menjadi sumber dan petunjuknya. 
Pengkajian atas piagam Madinah diharapkan dapat meninjau kembali 
pemberlakuan konsitusi negara Indonesia demi terakomodasinya prinsip, toleransi 




A. Latar Belakang 
Sejarah kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilepaspisahkan dengan sejarah 
Bung Karno. Hampir separuh hidupnya dipersembahkan untuk Indonesia. Bung 
Karno peletak dasar kemerdekaan, Sang Proklamator, The Founding Father dan 
Tokoh Revolusioner serta penyambung lidah rakyat Indonesia. Nama Bung Karno 
itu sendiri tidak mungkin dapat dilewatkan dalam pentas sejarah Indonesia1. 
Pengorbanan dan perjuangan yang dipersembahkan untuk kemerdekaan bangsa 
telah membuatnya keluar masuk penjara, bahkan harus diasingkan dari kehidupan 
bebasnya. Tidak sedikitpun pengorbanan tersebut dapat mengurangi semangat 
perjuangannya menuju cita-cita ideal bangsa yakni Indonesia merdeka. 
Sikap bandel dan pemberontak yang dimiliki Bung Karno tidak semata-mata 
terletak pada tindakan-tindakan maupun gaya bicara yang agitates, tetapi juga 
pada sejumlah karya-karya dan buah pikirannya yang sangat mengagumkan. 
Melalui tulisan-tulisannya yang dimuat media, ia menguraikan pikiran-pikiran di 
sekitar ketidakadilan dan penderitaan yang timbul akibat penjajahan. Demikian 
salah satu tulisan yang diterbitkan  Indonesia Moeda. Ia menuliskan serangkaian 
artikal berjudul “Nasionalisme, Islamis, Marxisme”.2  
Dari tulisan ini terlihat jelas pikiran-pikiran Bung Karno menentang 
penjajahan, kolonialis dan imperialis. Bung Karno mengatakan soal jajahan adalah 
soal untung dan rugi, bukan soal kekuasaan, bukan pula soal kesopanan dan 
kewajiban.3 Inilah membuat Bung Karno selalu diincar kaum penjajah.  
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 Noer Hiqmah, Pertarungan Islam & Komunis Melawan Kapitalisme (Malang: Madani, 
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Konsep Nasionalisme, Agama dan Komunis (Nasakom), merupakan buah 
pikiran Bung Karno yang mencoba melihat ketiga ideologi ini sebagai suatu 
pandangan terhadap kepentingan sosial. Selain itu, pada tahun 1942 Nasakom 
juga dijadikannya sebagai pemersatu bangsa untuk melanjutkan perjuangan kita 
yang belum selesai, sekaligus mencegah perpecahan di antara bangsa Indonesia 
karena perbedaan ideologi.   
Ketiga ideologi ini mengutamakan nilai kemanusiaan dan berusaha 
melepaskan rakyat dari belenggu penjajahan serta penderitaan akibat perampasan 
hak-hak rakyat terjajah. Ketiga ideologi ini pula memandang Imprialisme dan 
Kapitalisme sebagai musuh yang harus dilawan, oleh karena kehadiran 
Imperialisme dan Kapitalisme hanyalah menyengsarakan rakyat. Ketiga aliran ini 
walaupun memiliki ideologi yang berbeda tetapi sudut pandang terhadap 
kepentingan sosial tetap sama. Hal ini sejalan dengan petunjuk Allah swt. Dalam 
Q.S Al-Maidah ayat 2: 
 
                    
Terjemahnya: 
“....Dan saling tolong menolonglah dijalan kebaikan dan janganlah saling 
tolong menolong dijalan yang sesat”.4 
Potongan ayat ini jika disinergikan dengan pandangan kritis Marxisme–
Komunis, maka keduanya sama-sama terfokus pada realitas ketertindasan rakyat 
akibat monopoli individu atas kelompok sosial, sementara Islam telah lebih dulu 
melalui Muhammad melakukan perlawanan terhadap dominasi ekonomi, 
pemusatan dan monopoli harta  segelintir orang atas kelompok sosial di Arab, hal 
ini tampak dalam doktrin dan sunahnya, yakni:  
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 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Cet. Ke I, Solo: PT. Tiga Serangkai 
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                                                     َالل َنِمَءىَِربَْدَقف ةلْيَل َنْيِعَبْرأاًمََعطَرَكَتْحا ْنَم ْ ِم َءىَِرب َ                                                                                                                                     
Artinya: 
 
“Siapa yang menimbun makanan selam empat pulu hari dengan maksud 
untuk menaikan harga, maka ia telah berlepas dari Allah dan Allah juga 
berlepas darinya”. 5 
Hal ini menunjukan Islam sangat apresiatif terhadap kondisi sosial, lebih 
utama kepada kelompok masyarakat tertindas. Islam bahkan menunjukkan sikap 
progresifitas dalam memperjuangkan hak-hak kaum tertindas serta mengangkat 
harkat dan martabat mereka.  
Jauh sebelum Bung Karno melahirkan Konsep Nasakom, sejarah telah 
diceritakan umat Islam telah menjadi suatu komunitas, setelah pada tahun 622 M 
hijrah ke Yastrib yang sekarang dikenal dengan nama kota Madinah. Awal 
kedatanggan Nabi Muhammad dan umat Islam tiba di Madinah, komposisi 
penduduk kota terbagi menjadi tiga golongan besar, diantara golongan Muslim 
(terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar), Musyrikin (terdiri dari suku Aus dan 
Khazraj), dan golongan Yahudi (yang terdiri dari beragam suku dan suku 
terbesarnya, Banu Nadhir, Banu Quraizhah, dan Banu Qainuqa).6 
Corak masyarakat yang multi-etnis tersebut mengakibatkan Madinah rentan 
akan timbulnya konflik antara kelompok, dan dikatakan tatanan kehidupan 
masyarakat Madinah tidak teratur, karena kondisi masyarakat yang majemuk itu 
tidak berhasil mewujudkan persatuan dan kesatuan yang berada di bawah satu 
pemerintahan yang membawahi seluru kabilah. Tercatat dua belas kali perang 
mewarnai kota yang dahulu bernama Yasrib itu, yaitu antara dua suku utama, 
suku Aus dan suku Khazraj, klimaks pertempuran kedua suku ini terjadi sekitar 
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618 M, pada Perang Bu’ats disatu pihak konflik antara kedua suku Arab  itu juga 
terbentuk dengan suku-suku Yahudi dilain pihak. Dimana suku Aus dan suku 
Khazraj bersatu memerangi orang-orang Yahudi, hingga mengalami kekalahan.  
Masalah ekonomi merupakan salah satu yang melatarbelakangi konflik yang 
terjadi pada masyrakat Madinah dimana kaum Yahudi, khususnya suku Banu 
Nadri, Qoinuqa dan Quraidzah secara mayoritas telah menguasai sebagian besar 
tanah subur, dan sistem pertanian serta perdagangan, pertukangan dan keuangan, 
sehingga secara ekonomis struktur masyarakat kota Yatsrib suku-suku Yahudi 
berada dalam posisi strategis, penting dan menentukan baik dalam aspek ekonomi 
maupun politik. Jika pada awalnya mereka datang sebagai tuna wisma, maka 
setelah berapa generasi, mereka menjadi tuan tanah. Akses ekonomi yang 
dimonopoli oleh segelintir kaum jelas telah membentuk struktur masyarakat yang 
tumpang tindih dan sewenang-wenang. 
Walaupun demikian terdapat adat istiadat atau common vaules yang diterima 
secara luas dan lazimnya dikenal sebagai muruyah (kebajikan-kebajikan utama) 
atau kode etik kehidupan bangsa Arab, yaitu sifat-sifat positif dan terpuji yang 
potensial sebagai bangsa yang masuk dalam kategori berperadaban. Muruyah, 
antara lain terdiri dari keberanian dan kepahlawanan, kedermawanan, kesetiaan, 
kesabaran dan kejujuran7. Namun sifat terpuji ini berdampak pada hal-hal negatif, 
hal ini dipengaruhi oleh letak geografis. Di padang-padang tandus Arab dimana 
kekuatan alam sangat bengis, ditambah dengan kebutuhan akan bahan pokok yang 
sulit diperoleh, dan monopoli segelintir kabilah terhadap akses ekonomi. 
Carut marutnya kondisi kota Madinah pada saat itu, seolah membuat kota 
Madinah seakan berada pada status vacuum of power. Artinya tidak ada sebuah 
kekuasaan politik yang mampu menengahi setiap kepentingan masyarakat 
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Madinah yang multi-etnis. Hal ini yang menjadi latar belakang pembuatan sebuah 
perjanjian yang diprakarsai oleh Rasulullah saw dan didukung oleh semua 
golongan masyarakat untuk menyepakati sebuah perjanjian di antara mereka. 
Perjanjian yang mempunyai tujuan untuk membangun tatanan masyarakat baru 
yang mengatur kehidupan masyarakat Madinah, serta mewujudkan persatuan dan 
kesatuan semua golongan menjadi satu umat dengan menetapkan pembentukan 
persatuan dan kesatuan semua warga dan hidup berdampingan secara damai dan 
bermoral, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Selain itu, untuk 
menjaga keamanan kota Madinah dari serangan yang datang dari luar. 
Pembentukan yang didasari oleh semangat Nabi Muhammad saw dalam upayanya 
untuk menyatukan dan memelihara persatuan kesatuan antar suku agar tidak 
terjadi sikap diskriminasi dan hegemoni antara suku yang kuat menindas suku 
yang lain, disebut sebagai “Piagam”. 
Secara historis, Pemikiran Bung Karno tentang Nasionalisme Agama dan 
Komunis (Nasakom) ini lahir atas dasar realitas sebelum pasca kemerdekaan. Saat 
itu, Bung Karno telah berkenalan dengan tokoh-tokoh yang memiliki pandangan 
berbeda-beda, baik dari kalangan Islamis maupun Komunis. Tokoh komunis yang 
pernah Bung Karno temui seperti Alimin, Musso Tan Malaka, Dharsono, bahkan 
Bung Karno sempat mengakui tokoh-tokoh itu sebagai gurunya sendiri. sementara 
Tokoh Islam, Bung Karno mengenal KH. Ahmad Dahlan, Ahmad Hasan, Agus 
Salim, Sekar Maridjan Kartosuwiryo.8 Perkenalan antara Bung Karno dan Tokoh-
tokoh ini terjadi ketika Bung Karno tinggal di rumah pimpinan Partai Sarekat 
Islam yakni H.O.S Cokroaminoto. Karena pada saat itu Cokroaminoto adalah 
tokoh besar yang dikagumi orang pada waktu itu. Realitas inilah yang kemudian 
mempengaruhi pemikiran Bung Karno untuk mensinergikan ketiga ideologi ini 
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menjadi satu kekuatan besar dalam melawan kesewenang-wenangan dan 
ketidakadilan yang lahir dari rahim Imperialisme-Kapitalis. 
Ketika menganalisa pemikiran Bung Karno tentang  Nasakom, maka  tidak 
hanya dilihat sebagai sebuah konsep historis yang berlaku pada zaman penjajahan 
saja, tetapi dalam pandangan tersebut dapat memberikan makna bagi realitas 
bangsa kita saat ini. Pandangan ini tidak semata-mata hadir untuk menyikapi 
realitas eksistensi penjajahan melainkan mengutuk keras pemikiran kapitalisme 
yang kemudian berpikir dan bertindak individualis. Serta menciptakan sebuah 
bentuk masyarakat yang hidup berdampingan dan damai dalam satu bangsa. 
Jauh sebelum Indonesia merdeka, Bung Karno sudah menganalisa bahwa 
kelak nanti Indonesia Merdeka. Ada kekuatan internal bangsa sendiri yang 
menjajah rakyat Indonesia secara moril. Sebagaimana terlihat jelas di dalam buku 
“Di Bawah Bendera Revolusi” jilid pertama cetakan ketiga, Bung Karno menulis 
salah satu topik tentang Kapitalisme bangsa sendiri, dalam topik tersebut beliau 
menulis bahwa “Kita bukan saja harus menentang Kapitalisme asing, tetapi harus 
juga menentang Kapitalisme bangsa sendiri”. 
Tak ada ubanya dengan apa yang terjadi di era-kenabian pada awal 
kedatangannya di Kota Madinah peperangan yang terbentuk akibat dari monopoli 
sektor ekonomi. Di Indonesia Kapitalisme sendiri telah mempresentasikan dirinya 
sebagai sebuah ideologi yang memberikan kebebasan individu-individu untuk 
mengelolah ekonomi. Paham ini menginginkan adanya monopoli pasar bebas 
dengan memberikan kesempatan kepada individu berekspresi tanpa ada 
pertimbangan moral kemanusaan.9 
Ideologi kapitalisme kemudian melahirkan antitesa dengan ideologi Sosialis-
Komunis dalam perspektif kemanusiaan. Mazhab Kapitalisme tidak punya 
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jawaban atas perkara-perkara moral, seperti solidaritas, keadilan sosial dan 
berbagi dengan sesama, yang ada adalah siapa yang kuat (baca bermodal) dialah 
yang menang, siapa yang berpendidikan dialah yang dapat kesempatan untuk 
maju, siapa yang terampil, dialah yang tetap dipertahankan. Kompetisi dan 
persaingan tidak hanya antara pemilik modal dan barang akan tetapi juga antara 
manusia yang satu dengan manusia lainnya, semuanya itu tentu saja demi 
keuntungan yang sebesar-besarnya dan penumpukan kapital dengan keringat 
darah buruh-buruh di pabrik dan resiko kerusakan lingkungan hidup yang tak 
terkira.10 
Mengenai urusan sosial, agama Islam telah mempresentasikan dirinya sebagai 
agama rahmatan lill’alamin. Jelaslah bahwa urusan sosial juga mendapatkan 
perhatian untuk dikaji di dalam ajaran Islam, karena hakekat Islam yang sempurna 
merangkum urusan-urusan materi dan rohani. Kedua hal tersebut telah menyatu 
dalam kesatuan yang solid dan saling beriringan dan tidak mungkin terpisah satu 
sama lain.11 
B. Rumusan dan Batasan Masaalah  
Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang 
menjadi pokok pembahasan utama dalam tulisan ini adalah bagaimana Studi 
perbandingan pemikiran Nasakom Bung Karno dan Piagam Madinah. Untuk lebih 
terarahnya alur dan jalur tulisan ini maka penulis mengemukakan beberapa sub 
masalah sebagaimana berikut: 
1. Bagaimana konsep Nasakom Bung Karno ? 
2. Bagaimana konsep Piagam Madinah ? 
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3. Bagaimana Relevansi Pemikran Nasakom Bung Karno dan Piagam 
Madinah dalam Konteks Indonesia ? 
C. Pengertian Judul 
Nasakom merupakan akronomi dari Nasionalis, Agama, dan Komunis. 
Nasakom merupakan konsep politik yang digunakan oleh Bung Karno selama 
masa Demokrasi Terpimpin untuk mempersatukan bangsa dan menjaga 
keutuhannya, dalam menuntaskan Revolusi Indonesia dan upaya melawan 
penindasan Imperialisme dan Neokolonialisme yang ingin kembali menguasai 
Indonesia. Pandangan Nasakom Bung Karno sendiri sebenarnya telah 
tergambarkan jauh sebelum era Demokrasi Terpimpin, tepatnya pada tahun 1926 
ia menulis sebuah artikel tentang persatuan tiga konsep utama poros gerakan pra-
kemerdekaan, yaitu Nasionalis, Islamis dan Marxisme.  
Sebagaimana yang ditulis Bung Karno dalam bukunya Di bawah Bendera 
Revolusi. ”Mempelajari, mencari hubungan antara ketiga sifat itu membuktikan 
bahwa tiga haluan ini dalam suatu Negara jajahan tidak guna berseteru satu sama 
lain, membuktikan pula bahwa gelombang ini bisa bekerja bersama-sama menjadi 
satu gelombang yang maha-besar dan maha-kuat, satu ombak-taufan yang tidak 
dapat ditahan terjangannya, itulah kewajiban yang harus kita semua memilikinya. 
Entah bagaimana tercapainya persatuan itu; entah pula bagaimana rupanya 
persatuan itu; akan tetapi tetaplah, bahwa kapal yang membawa kita ke Indonesia-
Merdeka itu, ialah kapal-kapal persatuan adanya”.12  
Piagam Madinah merupakan suatu dokumen resmi politik pertama dalam 
sejarah kehidupan manusia, yang menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
semua golongan dalam kehidupan sosial politik, dalam konteks masyarakat 
Madinah. Selain itu, Piagam Madinah memuat prinsip-prinsip keadilan sosial, 
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pluralisme bermasyarakat, yang menjamin kebebasan beragama serta penekanan 
kerjasama dan persamaan, demi menjaga perdamaian dan keamanan bersama kota 
Madinah.13 
Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang pengkajian dalam hukum, yang 
bertujuan untuk memberikan penjelasan praktek-praktek hukum. Sosiologi hukum 
juga berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi 
sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap latar belakangnya 
dan sebagainya. Tujuan dari sosiologi hukum untuk memberi penjelasan ini 
menurut Satjipto Rahrdjo Memang agak asing kedengarannya bagi studi hukum 
“Tradisional” yaitu yang bersifat prespektif yang hanya berputar pada “apa 
hukumnya” dan “bagaimana menerapkannya”. Max Weber menamakan cara 
pandang yang demikian sebagai suatu interpretative understanding, yaitu dengan 
cara menjelaskan sebab, perkembangan serta efek dari tingkah laku sosial. Lebih 
kongkritnya Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa pengertian sosiologi hukum 
adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks 
sosialnya dengan kata lain sosiologi hukum adalah ilmu yang memperjelas 
fenomena hukum.14 
D. Kajian Pustaka  
Di awal penelitian ini, setidaknya sudah ada beberapa karya tulis yang 
menjelaskan dan mengkaji tentang konsep Nasakom Bung Karno dan juga terkait 
dengan pembahasan tentang Piagam Madinah yang pernah dijumpai oleh penulis 
diantaranya adalah karya tulis Soekarno sendiri, Di bawah Bendera Revolusi Jilid 
1, Jakarta, 1964. Di bawah Bendera Revolusi merupakan kumpulan tulisan 
Soekarno sebelum proklamasi kemerdekaan. tulisan pada buku ini banyak 
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 Muhammad Latif Fauzi, Konsep Negara Dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam 
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menjelaskan pemikiran ide-ide serta gagasan Soekarno tentang cita-citanya 
membangun  Indonesia yang bersatu dan merdeka. Hal ini dapat dilihat dari 
betapa gandrungnya beliau tentang persatuan akan beberapa pergolakan ideologi 
dalam malawan rahim imperialisme. 
Kebanyakan tulisan ini pernah kemudian dimuat di media massa (antara lain 
suluh Indonesia mudah dan pikiran rakyat)15, namun ada juga yang belum pernah 
diterbitkan. Tulisan yang disusun secara kronologi dari perjalanan seorang Bung 
Karno ini, memudahkan pembaca untuk memahami perkembangan pemikiran 
Bung Karno terutama tentang konsep Nasakomnya. Meskipun DBR menjadi buku 
terlarang selama masa Orde Baru (Kepemimpinan Soeharto) karena dianggap 
sebagai sebuah tulisan yang berbau komunis dan mampu membangkitkan ideologi 
komunis, namun setelah runtuhnya Orde Baru, buku ini kembali lagi dicetak 
ulang pada tahun 2004. 
Selain itu juga karya Peter Kasenda, Sukarno Marxisme & Leninisme; Akar 
Pemikir kiri & Revolusi Indonesia. Buku yang terbit pada tahun 2014, diakui oleh 
penulis merupakan kumpulan tulisan hasil perdebatan dan rajutan gagasan-
gagasan tentang sejarah gerakan kiri di Indonesia, serta pemikiran Bung Karno 
dan tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikirannya, terkait Nasionalisme, Islam 
dan Marxis, (Nasakom) dan peran apa yang dimankan oleh Bung Karno, di tengah 
situasi politik yang memanas akibat dari hadirnya pergolakan ideologi. 
Sementara dalam studi terhadap Piagam Madinah penulis menemukan buku 
karya J, Suyuthi Pulungan, yang juga merupakan disertasi beliau yang diajukan 
kepada Program Pascasarjana Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif 
Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam 
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Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an”. Jika dilihat dari judulnya buku ini 
menekankan penelitian terhadap muatan dan nilai-nilai yang dikandung dalam 
Piagam Madinah dengan pendekatan Al-Qur’an. 
Dalam buku ini terdapat penjelasan serta gambaran tentang situasi dan kondisi 
masyarakat Madinah setelah kedatangan Nabi Muhammad, status Nabi 
Muhammad sebagai kepala negara, prinsip-prinsip yang terkandung dalam 
Piagam Madinah, yang diuraikan berdasarkan pasal-pasal di dalamnya, dan tentu 
saja dengan menggunakan tinjauan al-Qur’an dalam melihat prinsip-prinsip 
tersebut. Jika dilihat dalam dalam bukunya J, Suyuthi Pulungan ini bahwa Piagam 
Madinah maupun al-Qur’an tidaklah menetapkan sebuah sistem politik dan bentuk 
pemerintahan yang baku dan permanen, melainkan lebih kepada tentang nilai-nilai 
universal dan kebersamaan yang memungkinkan suatu masyarakat mencapai 
kesejahteraan sosial dalam kehidupan. 
 Selanjutnya adalah studi penelitian yang dilakukan oleh Muamar, diajukan 
kepada Universitas Syarif Hidayatullah (UIN) Fakultas Syari’ah dan Hukum 
sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana, dengan judul “Piagam Madinah dan 
Teori Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau” dalam penelitian ini, Muamar 
banyak menitikberatkan pada konsep demokrasi dalam satu kesatuan berbangsa. 
dalam konteks Piagam Madinah, peneliti di sini banyak mengkaji prinsip-prinsip 
demokrasi, seperti melindungi hak-hak asasi sesama manusia, dan mengantisipasi 
meluasnya diskriminasi antara sesama suku, dan untuk menciptakan suatu 
masyarakat Madania yang hidup berdampingan dalam perbedaan, meski pada 
masa itu belum dikenal dengan nama demokrasi, dan tidak digunakan oleh Nabi 
Muhammad namun prinsip-prinsip demokrasi telah ada pada masa itu. 
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 Salain itu skripsi hasil penelitian Muamar ini juga menyinggung Teori “The 
Social Contract”16 yang banyak menjelaskan tentang demokrasi yang dituliskan 
Jean Jacques Rousseau, dalam membentuk sebuah negara dan tatanan masyarakat 
yang adil dan sejahtera dengan penghapusan akan sistem perbudakan, serta 
menghargai kebebasan dan mengakui persamaan derajat. Sementara penulis dalam 
penelitian kali ini lebih memfokuskan pada studi perbandingan, antara Nasakom 
Bung Karno dan Piagam Madinah dalam mengatur kemajemukan masyarakat dan 
menjaga keutuhan suatu bangsa, serta mengungkap posisi dan peran Nasakom 
Bung Karno serta Piagam Madinah, sebagai konsep perlawanan terhadap sistem 
perbudakan dan kesewenang-wenangan, demi terwujudnya keadilan sosial. Selain 
itu untuk mengetahui keadaan umum Madinah dan Indonesia, baik dari segi suku 
bangsa yang mendiami kawasan ini, agama yang dianut, kondisi sosial, budaya, 
sampai pada perekonomian. 
E. Metodelogi Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Liberary Research), yakni 
penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur tentang 
pemikiran Nasakom Bung Karno dan Piagam Madinah. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan komparatif, berupa penelitian 
yang berusaha memberikan gambaran tentang konsep Naskom Bung Karno dan 
Piagam Madinah, kemudian dianalisis dengan pendekatan sosiologi hukum, 
selanjutnya dikomparasikan dari segi persamaan dan perbedaann antara konsep 
Nasakom Bung karno dan Piagam Madinah dari segi sosial historis. 
3. Pendekatan Masalah 
                                                             
16
 Jean Jacques Rousseau, The Social Contract, yang dialihbahasakan oleh Sumardjo, (Jakarta: 
PT, Erlangga, 1986), h. 4. 
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Melalui metode ini, penulis mengungkapkan pola pikir yang digunakan untuk 
membahas objek yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. 
4.  Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh 
informasi yang diperlukan terkait masalah yang diteliti seperti: 
a) Studi kepustakaan 
Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca 
buku kepustakaan dan literatur-literatur yang dapat dijadikan sebagai pedoman 
atau sumber data didalam pembuatan skripsi ini. Dengan adanya hal tersebut 
maka lebih mempermudah peneliti untuk mendapatkan pengertian secara umum 
maupun khusus tentang pokok masalah yang diteliti. Studi kepustakaan  meliputi: 
1) Data pribadi ialah data yang tersimpan dalam perpustakaan pribadi dan di 
lembaga tempat dimana penulis pernah berkecimpung dalam ranah organisasi. 
2) Data publik ialah data resmi pada sebuah kepustakaan Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar dan perpustakaan lain, dengan mengadakan studi 
kepustakaan maka akan lebih memudahkan penulis untuk menyelesaikan 
skripsi ini. 
5. Analisis Data 
Setelah data diperoleh, penulis mengolahnya dengan menggunakan metode  
kualitatif yang diinterpretasi dengan menggunakan teknik berpikir Induktif 
(pengolahan data dari umum ke khusus), dan juga teknik berpikir Deduktif  
(pengolahan data dari khusus ke umum), serta teknik berpikir Komperatif 
(membandingkan pemikiran atau pendapat para pakar satu dengan yang lain). 
F. Tujuan dan Kegunaan 
a. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian antara lain: 
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1. Untuk memahami konsep Nasakom Bung Karno  
2. Untuk memahami  konsep Piagam Madinah 
3. Untuk mengetahui relevansi kedua konsep dalam konteks ke-Indonesiaan 
persamaan dan perbedaan kedua konsep 
b. Kegunaan Penelitian 
1. Untuk menambah khasanah intelektual penulis dalam menyelesaikan suatu 
disiplin ilmu yang bersifat ilmiah. 
2. Untuk menambah wawasan tentang konsep Nasakom Bung Karno dan 
Piagam Madinah. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang 
komprensif, dan juga diharapkan dijadikan referensi bacaan bagi mahasiswa 
khususnya Fakultas Syari’ah dan Hukum tentang Nasakom Bung Karno dan 




KONSEP NASAKOM BUNG KARNO 
A. Nasionalisme, Islam dan Marxisme 
Sebagai bapak bangsa “founding father” dan seorang pemikir modern 
Indonesia, Bung Karno merupakan salah satu figur terpenting dalam kemerdekaan 
Indonesia. Hal itu bukan karena pemikiran yang orisinil dan brilian. Ada beberapa 
tokoh yang bersaing dengannya, seperti Mohammad Hatta, Sutan Syahrir dan Tan 
Malaka. Tetapi dalam hal kekuasaan, pengaruh Bung Karno tidak ada duanya. Hal 
itu dimungkinkan karena Bung Karno ditunjang oleh kemampuan menuangkan 
pikiran yang jernih ke dalam berbagai tulisan dan menyampaikan kepada masa 
pendengar ke dalam gayabahasa yang amat menarik dan mudah dimengerti serta, 
sesuai kondisi realitas yang dialami rakyat.1 
Ada beberapa hal dari pikiran Bung Karno yang terbentuk berdasarkan kondisi 
realitas bangsa saat itu yakni “Marhaenisme” dan “Nasakom”. Terkait 
Marhaenisme, ini merupakan suatu konteks Marxisme yang diterapkan di 
Indonesia, suatu kelas sosial yang terjajah akibat dari sistem yang semena-mena. 
Sementara Naskom, adalah akronim dari Nasionalis, Agama dan Komunis. Pada 
awalnya, Nasakom dinamai Nasi Marx kepanjangan dari (Nasionalisme, Islam, 
dan Marxis). Gagasan Bung Karno dimuat dalam majalah suluh Indonesia muda, 
lalu menjadi “Nasios” dan baru kemudian menjadi Nasakom tepatnya pada tahun 
1926. Pemikiran ini muncul berdasarkan pengalaman intelektualnya, dengan 
beberapa tokoh atau pemimpin baik dari pimpinan atau tokoh-tokoh Komunis-
Sosialis, Islam dan Nasionalis. Pergaulannya dengan  komunis/sosialis 
internasional, misalnya paman Ho (Ho Chi Minh) dari Vietnam, komunis 
                                                             
1
 Jejak Langkah Putra Sang Fajar, Sukarno Paradoks Revolusi Indonesia, Seri Buku Tempo; 
Bapak Bangsa (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), h.18. 
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Yugoslavia, Josep Broz Tito, komunis RRC, Mao Zedong, Sosialis Gamal Abdul 
Nasser dari Mesir dan lain-lainnya.2 
 Sementara perkenalan Bung Karno dengan tokoh-tokoh dalam negeri 
berpandangan sosialis-komunis seperti Alimin, Musso dan Dharsono juga 
mendapat kedudukan dalam kepengurusan Sarekat Islam maupun di dalam 
kepengurusan  Indische School Democratisch Vreeniging (ISDV).3 Pada waktu itu 
mereka memainkan peranan penting dalam melawan pemerintahan Hindia 
Belanda. Perjumpaan dan perkawanan bersama tokoh-tokoh Islam juga sangat 
erat, Bung Karno sendiri mengenal dekat KH. Ahmad Dahlan, Ahmad Hasan, 
Agus Salim, Sekar Maridjan Kartosuwiroyo dan lain-lain. Di Bandung Bung 
Karno mengenal tokoh-tokoh yang berhaluan nasionalis seperti F.E. Douwes 
Dekker dan Tjipto Mangkusumo.4 
Dari berbagai aliran pemikiran maupun ideologi yang dimiliki masing-masing 
tokoh, baik tokoh dari kalangan Nasionalis, Islam, maupun Komunis. Bung Karno 
mengetahui adanya perbedaan dan kesamaan pandangan akan hakekat perjuangan 
menuju kemerdekaan bangsa. Dari sudut pandang dan corak berpikir yang 
berbeda-beda itulah, Bung Karno memahami esensi perjuangan dari ketiga haluan 
ideologi, Marxis, Islamis dan Nasionalis. Bagi Bung Karno, Nasionalisme Islam 
dan Marxisme  adalah merupakan asas-asas yang diperlukan oleh negara 
Indonesia untuk mencapai suatu kemerdekaan. Asumsi dari Bung Karno sendiri 
bukannya tidak berdasar. Jika dilihat konteks Indonesia, pra-kemerdekaan jelas 
menggambarkan pentas pergolakan ideologi dalam beberapa partai. 
                                                             
2
 Harry Tjan Silalahi, Bung Karno Diantara Saksi Dan Peristiwa (Jakarta: PT. Kompas Media 
Nusantara, 2009), h. 3. 
3
 Peter Kasenda, Sukarno Muda Biografi Pemikran 1926-1933 (Jakarta: Komunitas Bambu, 
2010), h.16. 
4
 Seri buku Tempo, Sukarno Paradoks Revolusi Indonesia : Bapak Bangsa, h. 5. 
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 Tercatat ada beberapa partai, dari kalangan Nasionalisme, Partai Boedi 
Oetomo, Nationalan Indesche Partij, dan PNI. Sementara dalam kalangan Islam 
terdapat SI (Sarekat Ismal), dan Perserikatan Minahas. Serta dari Marxsi Terdapat 
partai-partai seperti, ISDV (Indische Sociaal Demokrasi Vereeniging) atau Serikat 
Sosial Demokrasi Hindia Belanda dan PKI (Partai Komunis Indonesia).5 Melihat 
bahwa perjuangan membela rakyat dari belenggu penjajahan dan penindasan 
akibat kapitalisme asing. Bung Karno dan Nasakom melihat ketiga aliran ini 
memiliki visi yang sama dalam melawan penjajah. Ketiga ideologi ini 
memandang penjajah sebagai musuh besar yang harus dilawan, sebab eksistensi 
penjajah hanyalah menyengsarakan rakyat dan mengeksploitasi serta merampas 
hak-hak rakyat terjajah. Bagi Bung Karno dan Nasakomnya bahwa tidak ada 
halangan bagi Nasionalisme dalam gerakannya untuk bekerja sama dengan kaum 
Islam dan Marxis.6 
Pemikiran Nasakom Bung Karno, sendiri merupakan solusi atas kemerdekaan 
bangsa. Sebagaimana Nurani Soyomokti dalam melihat pandangan Soekarno 
tentang nasakom. Menurut Soyomukti, nasakom, tidak lebih dari ideologi yang 
harus dipahami sebagai konsepsi pemikiran Bung Karno yang digunakan untuk 
melawan penjajahan dan penindasan atau imperialisme (Baca: Kapitalisme).7 
Ketiga ideologi itu dalam cara pandang Bung Karno, diekspresikan untuk 
membangun bangsa yang kuat, luas, yang dipilari pertama-tama oleh persatuan 
dan kemudian keadilan sosial yang diperoleh, setelah upaya melawan penjajahan 
(Kapitalisme penjajahan). Bung Karno melihat ada kesamaan pandangan pada 
ketiga ideologi ini dalam melihat eksistensi rakyat tertindas. Marxisme 
                                                             
5
 Peter Kasenda, Sukarno Marxisme & Leninisme, Akar Pemikiran Kiri & Revolusi Indonesia 
(Jakarta: Komunitas Bambu, 2014), h. 8. 
6
 Soekarno, Nasionalisme Islamisme Marxsisme, Pikiran-Pikiran Soekarno Muda (Bandung: 
Sega Arsy, 2015), h. 16. 
7
 Nurani Soyomokti, Sukarno dan Nasakom, h. 165. 
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memandang kaum tertindas sebagai kelompok masyarakat yang ditindas oleh 
kelompok kapitalisme imperialis dengan doktrin individual, kemudian 
Nasionalisme melihat kelompok masyarakat tertindas dalam suatu bangsa sebagai 
jajahan negara lain, sementara Islam memandang kelompok tertindas sebagai 
eksploitasi manusia atas manusia. 
Marxisme memandang kapitalisme sebagai kelompok kecil manusia yang 
merampas hak-hak kaum tertindas sebagaimana dalam teorinya Marx yang lebih 
terkenal dengan sebutan Gagasan Marx dalam hal ini selanjutnya dikenal dengan 
istilah “Surplus Value” atau (Teori Nilai Lebih), yaitu pertukaran yang tidak 
proporsional antara nilai pakai dan nilai tukar. Gagasan ini telah menjelaskan 
kepada kita bahwa kaum proletariat mendapatkan hasil kecil dari hasil 
pekerjaannya, sementara keuntungan yang besar diterima oleh kaum kapitalisme. 
Islam melihat ini sebagai riba, sebagaimana Q.S Ali-Imran ayat 130: 
 
 
                            
       
Terjemahnya: 
 
 “ hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba8 dengan 
berlebihan, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang-
orang yang beruntung”.9 
Inilah kesamaan pandangan antara ketiga sifat yang dimakanai dan dilihat oleh 
Bung Karno sebagai kekuatan besar yang tidak boleh saling berseteruan satu sama 
                                                             
8
 Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba 
nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan 
fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba 
fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya 
karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, 
padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat 
ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.  
9
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Cet. Ke I, Solo: PT. Tiga Serangkai 
Pustaka Mandiri, 2014), h. 
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lain, melainkan harus bersatu padu dalam melawan kaum penjajah, (imperialis 
kapitalis).  
Dari kesamaan ketiga ideologi besar itu dalam memandang kapitalisme dan 
kesewena-wenangan sebagai musuh besar yang harus dilawan. Ketiga ideologi itu 
dalam pandang Bung Karno diekspresikan untuk membangun bangsa yang kuat, 
luas, yang dipilari pertama-tama oleh persatuan dan kesatuan serta keadilan yang 
diperoleh setelah upaya melawan penjajahan (imperialisme) mencapai 
kemenangan (Indonesia Merdeka).10 Sebagaimana mengutip pidato Bung Karno 
di bawah ini: 
“Karena itu segenap jiwa ragaku berseru kepada bangsaku Indonesia: Terlepas 
dari perbedaan apapun, jagalah Persatuan, jagalah kesatuan, jagalah keutuhan! 
kita sekalian adalah mahluk Allah! dalam menginjak waktu yang akan datang, 
kita ini seolah-olah buta”.11 Selain pada pra kemerdekaan konsep Nasakom juga 
pernah di gunakan oleh Bung Karno selama masa Demokrasi terpimpin, hal ini 
bertujuan untuk mempersatukan bangsa dalam menuntaskan Revolusi 
Indonesia.12 
B. Pemikiran Nasionalisme dalam Nasakom Bung Karno 
Kesadaran untuk merubah nasib rakyat suatu bangsa terjajah menjadi merdeka 
secara politik, budaya, hukum, sosial dan lain sebagainya merupakan 
keterpanggilan rasa nasionalisme, yang ditopang dengan ungkapan perasaan 
senasib, sepenanggungan, dan hasrat untuk mencapai kesejahteraan, persatuan 
serta kemerdekaan. Sementara bangsa menurut Bung Karno sendiri merupakan 
suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal-ikhwal yang telah dijalani 
oleh rakyat tertentu. 
Suatu Bangsa terjajah tidak lain hanya hidup dalam bayang-bayang 
penindasan dan kemelaratan akibat keserakahan kaum imperialisme (kapitalis). 
                                                             
10
 Nurani Soyomokti, Soekarno dan Nasakom, Menguak Sejarah Nasakom Sang Pencetus 
(Jogjakarta: Garasi, 2008), h. 165. 
11 http://budayajawa.wordpress.com/2009/01/06/sukarno-dan-islam/. Diambil 12 Maret 2017 
12
 Arfabdi A. Cenne, Pemikiran Politik Soekarno Tentang Nasakom Rentang 1959-1966, 
skripsi pada Program Studi Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Hasanuddin Makassar, 2016.  
20 
 
Hilang rasa kemanusiaan sebagai kodrat Allah swt. Kepada manusia pada 
dasarnya makhluk yang merdeka dan bebas dalam bertindak dan berekspresi telah 
dicabut sewenang-wenang oleh kaum penjajah. Itulah kemudian Bung Karno 
menamai kaum penjajah (kapitaliseme) adalah sebuah “nafsu” yang ingin 
menguasai rakyat jajahan dan merampas habis hak-hak kekayaan sumber daya 
alam rakyat jajahan. 
Pada awal abad ke-20, mulai muncul berbagai organisasi modern yang 
mencoba menentang kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Budi Utomo merupakan 
organisasi nasional pertama yang dibentuk oleh calon-calon dokter Jawa pada 
tahun 1908.13 Sebaliknya munculnya Sarekat Islam yang dipelopori oleh 
Tjokroaminoto, mampu menampung aspirasi ketidakpuasan petani sebagai akibat 
dari eksploitasi dan kesewenangan  kolonial. Begitu juga dengan PKI (Partai 
Komunis Indonesia) dan ISDV. Sarekat Islam juga memberikan kepemimpnan 
kepada gerakan yang lebih luas dari pada gerakan petani.  
Ide Nasionalisme dalam konsep Nasakom Bung Karno, diilhami oleh Sarekat 
Islam selama beliau menimbah ilmu dari Tjokrominoto. Hal ini tampak pada 
tujuan organisasi dengan memajukan agama, keadaan ekonomi dan perasaan  
harga diri penduduk Bumi Putra.14 Realitas sejarah inilah mencerminkan perasaan 
senasib dan sepenanggungan atas ketertindasan dan usaha pencapaian 
kemerdekaan yang dilandasi atas unsur nasionalisme. Bung Karno sendiri, 
terlepas dari perjumpaan dengan tokoh-tokoh nasionalis sebagaimana dikisahkan 
di atas, Bung Karno juga membaca teori-teori tentang nasionalis dalam beberapa 
literatur-literatur yang dituliskan oleh para tokoh-tokoh terkenal seperti Ernest 
Renan, Otto bauwer, Karl Kautsky, Karl Radek dan lain sebagainya. Hal ini dapat 
                                                             
13
 Nurani Soyomokti, Soekarno dan Nasakom, Menguak Sejarah Nasakom Sang Pencetus, h. 
138. 
14
 Peter Kasenda, Nasionalisme, Sukarno Muda, Biografi Pemikiran 1926-1933 (Cet. I. 
Jakarta: Komunitas bambu, 2010), h. 24. 
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dilihat dalam bukunya Bung Karno sendiri “Di bawah Bendera Revolusi”. Bung 
Karno mengutip pendapat Ernest Renan dan Otto Bauwer sebagai berikut. 
“Dalam Tahun 1882, Ernest Renan telah membuka pendapat tentang paham 
“bangsa” menurut pujangga ini (kata Bung Karno),  ada suatu nyawa, suatu azas 
akal yang terjadi dari dua hal: Pertama-tama rakyat itu dulunya harus bersama-
sama harus menjalani suatu riwayat; Kedua, rakyat itu sekarang harus 
mempunyai kemauan keinginan hidup menjadi satu. Bukannya jenis ras, 
bukannya bahasa, bukannya agama, bukannya persamaan butuh, bukannya pula 
batas negeri yang menjadikan bangsa itu”.15  
Kemudian menyangkut paham kebangsaan, Bung Karno dalam konsep 
Nasakomnya mengutip ungkapan Otto Bauer bahwa  
Bangsa itu adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal 
ihwal yang telah dijalani oleh rakyat itu”. Nasionalisme itulah suatu itikad, suatu 
keinsyafan rakyat bahwa rakyat itu ada satu golongan, satu bangsa.16 
Pemikiran-pemikiran ini membentuk sikap progresifitas Bung Karno terhadap 
Nasionalisme. Nasionalisme dalam tubuh Nasakom haruslah menjadi media untuk 
mencapai Indonesia Merdeka. Nasionalisme-lah dapat menyatukan berbagai 
perbedaan paham biologis (suku/ras) menjadi paham sosiologis (Indonesia). 
Halini dapat kita lihat dalam tubuh Nasakom Bung Karno, bahwa bangsa 
Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan memang harus di perlakukan dan 
diperjuangkan sebagai bangsa yang majemuk. Karena setiap upaya untuk 
mengurung suatu bangsa dalam sekat-sekat ideologis, politik atau agama hanya 
akan melahirkan malapetaka.17 
 Namun dalam praktik penerapan Nasionalisme, konsep Nasakom Bung Karno 
membedakan antara Nasionalisme Barat dan nasionalisme di Indonesia. 
Menurutnya Nasionalisme Barat dan Nasionalisme Indonesia sangat berbeda. 
Nasionalisme Barat adalah Nasionalisme yang mengejar kepentingan sendiri, 
tanpa memandang kepentingan bangsa lain, nasioalisme ini sering Bung Karno 
                                                             
15
 Soekarno. Di Bawah Bendera Revolusi (Jakarta: 1963), h. 3. 
16
 Soekarno. Di Bawah Bendera Revolusi, h. 3. 
17
 Baskara T. Wardaya, SJ, BungKarno Menggugat Dari Marhaen, CIa, Pembantaian Massal‟ 
65 hingga G30s (Yogyakarta: Galangpres, 2009), h. 27. 
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sebut sebagai nasionalisme kolot, nasionalisme Chauvinisme.18 Sedangkan 
Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang menghargai bangsa lain dan 
menjunjung tinggi hak dan kemerdekaan bangsa lain. Inilah perbedaan antara 
Nasionalisme Barat dan Nasionalisme Indonesia. Sebagaimana Bung Karno 
katakan.  
Nasionalis yang sejati, yang cinta pada tanah air itu bersendi pada 
pengetahuan atas susunan ekonomi dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata 
timbul dari kesombongan bangsa belaka, nasionalis yang bukan chauvinis, tak 
boleh tidak, haruslah menolak segala paham pengecualian yang sempit budi itu. 
Nasionalis yang sejati, yang nasionalisme bukan semata-mata hasil copy atau 
tiruan dari Nasionalisme Barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia 
dan kemanusiaan, nasionalis yang menerima nasionalismenya itu sebagai suatu 
wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bukti, adalah terhindar dari 
segala paham kekecilan dan kesempitan.19 
Mengenai Nasionalisme Barat Bung Karno sendiri menulis “Nasionalisme 
Eropa ialah suatu nasionalisme yang bersifat menyerang, suatu nasionalisme yang 
mengejar keperluan sendiri, suatu nasionalisme perdagangan untung atau rugi, dan 
nasionalisme semacam itu akhirnya... pasti binasa”.20 Kesadaran akan pentingnya 
tanah air baru muncul ketika mereka menyadari saat tanah dan air begitu penting 
untuk bertahan hidup dan mengembangkan hidup. Setelah ada yang merampas 
dan menjauhkan rakyat dari hasil bumi, tanah dan air. Datang pendidikan dan 
muncul pemikiran lebih rasional akibat modernisasi yang dilakukan penjajah 
membuat bangsa kian maju. Kesadaran itu muncul di kalangan mereka yang 
dijajah. Meskipun berbeda identitas dan suku, karena sama-sama telah kehilangan 
semua hajat hidup akibat penjajahan, sehingga rakyat dari berbagai macam suku 
dan agama menyadari penting satu bangsa dan satu tanah air, hingga satu bahasa 
untuk mengikat satu identitas, inilah yang menyebabkan terjadi “Sumpah 
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Pemuda” pada tanggal 28 Oktober 1928,  dimana wakil rakyat dari berbagai suku, 
agama, dan ras bersumpah untuk menjadi satu bangsa. 
C. Islam dalam Konsep Nasakom Bung Karno 
Sebelum membicarakan masalah pokok menyangkut Islam dalam konsep 
Nasakom Bung Karno, ada baiknya penulis perlu menguraikan terlebih dahulu 
arus pemikiran ke-Islaman yang mempengaruhi jalan pemikiran Bung Karno. 
Islam secara universal dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yang 
memiliki pandangan dan tingkat pemahaman keber-Islaman yang berbeda-beda 
dan selalu bersilang pendapat dan pandangan, yakni antara kelompok Islam ter-
representasi oleh kalangan tradisional dan kelompok Islam yang diwakili oleh 
kelompok modernis. Perbedaan ini kemudian menjalar di seluruh negara berbasis 
Islam. 
Negara Islam Iran sebagai contoh sejarah revolusi Islam. Iran secara sederhana 
dapat dikelompokkan ke dalam dua kubu, kelomok ulama (religious scholars) 
sebagai representasi kelompok tradisonal dan intelektual awam (lay intellectuals). 
Kelompok ulama paling menonjol adalah Ayyatullah Syekh Murthada Muthhari 
dan Ayatullah Khomeni. Sedangkan yang menonjol dalam intelektual awam 
adalah Ali Syariati, Mehdi Bazargan dan Bani Sadr. Meskipun kedua kelompok 
ini pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni menumbangkan rezim 
otokratik Syah Reza Pahlevi, namun terdapat perbedaan-perbedaan pokok, baik 
dalam kerangka ideologi perlawanan mereka masing-masing terhadap Syah Iran 
saat itu, maupun pendekatan-pendekatan dalam tingkat praktis, tepatnya dalam 
cara dan metode bagaimana perlawanan itu bisa diwujudkan.21 
Kontroversi kedua kelompok ini sangat kental dimana kaum ulama sering 
menuding kelompok intelektual Islam sebagai ideologi mewarnai pemikiran barat. 
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Karena itulah kelompok Islam Modern dituduh oleh kelompok ulama sebagai 
sikap kebarat-baratan. Kemudian kelompok modernis Islam, mengutip pemikiran 
Ali Syariati salah satu pemikir intelektual awam yang mengkritisi ulama, beliau 
mengatakan ulama telah mengubah Syi’ah dari kepercayaan revolusioner menjadi 
ideologi konservatif, paternalism bahkan mempunyai hubungan kedermawanan 
dengan para penguasa Otokratik, Syariati manambahkan, hubungan seperti itu 
telah menjadikan mereka instrumen kelas-kelas berharta.22 Hal yang sama terjadi 
di Mesir. Diketahui bahwa kiblat pemikiran Bung Karno terkait Konsep Nasakom 
tentang Islam lebih difokuskan ke tokoh-tokoh Islam Mesir, seperti Syekh 
Jamaludin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan sebagainya.  Sebagaimana 
mengutip pemikiran Jamaludin Al-Afghani mengenai tanggapan Islam terhadap 
imperialisme dalam buku Islam dan Pembaharuan karangan  Jhon J.  Donohue &  
Jhon  L. Espositomesio. 
Bagi Jamaludin Al-Afghani, salah satu faktor negara-negara Eropa menjajah 
negara Timur dikarenakan ketertinggalan umat muslim menguasai ilmu 
pengetahuan. Hal ini yang dimanfaatkan orang-orang Eropa menjajah dan 
menindas kaum terjajah. Pandangan ini yang membuat beliau keluar sebagai 
tokoh pembaharuan Islam di Mesir. Namun pemahaman dan pandangan itu 
mendapat tanggapan keras dari kalangan ulama tradisional yang menganggapnya 
keluar dari ajaran agama, Beliau juga dicap sebagai musuh agama, akibat 
konsentrasi pemikirannya berlebihan terhadap ilmu pengetahuan lebih dominan 
dari pengetahuan agama. 
Hal yang sama diungkapkan Syekh Muhammad Abduh merupakan murid 
Syekh Jamaludin Al-Afghani mengatakan agama jangan dianggap sebagai 
penghalang yang memisahkan semangat manusiawi dengan kemampuan-
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kemapuan yang diberikan Allah untuk mengetahui kebenaran di dunia. Sepanjang 
ia berada didalamnya.  Baginya Islam menghilangkan  segala macam perbedaan 
rasial dalam dunia kemanusiaan, dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam peran 
sertanya di antara sesama manusia, dalam kelompok rasial ataupun ikatan tertentu, 
maupun dalam harga dirinya sebagai mahluk tertinggi dimata Tuhan.23dari 
gambaran ini dapat diketahui bahwa kedua tokoh pembaharu Mesir ini lebih 
condong pada kebebasan bepikir dan  berpengetahuan dalam berbagai aspek tanpa 
dibatasi atas nama agama, menurut kedua tokoh itu agama memberikan kebebasan 
kepada umat manusia untuk mencari kebenaran di atas bumi.  
Di Indonesia, kontroversi kedua kubu kelompok Islam modernis dan Islam 
tradisinal sangat tajam dalam pandangan penerapan ideologi kenegaraan maupun 
dalam pandangan tentang kemasyarakatan. Kelompok tradisional dilatarbelakangi 
oleh  Kelompok Nahdatul Ulama (NU), dan kelompok-kelompok Islam Modernis 
diwakili oleh Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan Masyumi, yang 
memiliki pengaruh dalam gerakan-gerakan sosial keagamaan di Indonesia. 
Kelompok NU sebagai basis organisasi kaum Islam tradisional Indonesia yang 
terdiri atas para kiai dan santri Jawa. Organisasi NU pertama kali lahir pada 
tanggal 31 Januari 1926 yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy’ari dan Kiai Wahab 
Hasbullah dengan tujuan awalnya adalah bukan untuk menciptakan kekuatan 
politik riil yang secara frontal melawan penguasa Belanda, melainkan sebagai 
suatu wadah bergabungnya para ulama dalam memperjuangkan tradisi 
pemahaman dan pengamalan yang ajaran Islam yang sesuai dengan kultur 
Indonesia yang oleh kaum pembaharu atau kaum modernis dianggap bid’ah 
karena menurut mereka tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah.24 
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Bung Karno sendiri telah dikategorikan ke dalam Islam modernis dengan 
mengkampanyekan pemikiran Muhammad Abduh, yang merupakan rektor 
sekolah-tinggi Azhar, dan Jamaludin Al-Afghani sebagai pemikiran Pembaharuan 
Islam.25 Dari konstribusi kedua tokoh muslim mesir tesebut membuat Bung Karno 
mengartikulasikan kedalaman gaya berfikir dalam mengakomodir perbedaan ras, 
suku, agama dan ideologi dalam penyatuan derajat manusia Indonesia.  Kemudian 
diaplikasikan dengan bersandar pada pandangan Islam Modernis. Maka Bung 
Karno di Indonesia dikatakan sebagai kelompok Islam berhaluan pembaharu atau 
modernis. Selain itu, tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran Bung Karno 
dalam bidang ke-Islaman berkisaran 20 orang yang berasal dari Mesir, India dan 
Turki. Bung Karno telah mengenal pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, Abduh, 
Arabi Pasha, Mustafa Kemal, Farid Bey, Ahmad Bey, Muhammad Ali, dan 
Saukat Ali. Sebagaimana dilihat dalam tulisannya pada tahun 1926 yang berjudul 
Nasionalisme, Islamisme, Marxisme.26 
Perkenalan Bung Karno dengan tokoh-tokoh Islam tersebut di atas membuat 
Bung Karno lebih progresif dalam memahami Islam. Bagi Bung Karno, Islam 
adalah agama yang rasional dan sederhana. Prinsip rasionalitas Islam yang 
dipegangnya juga merupakan kelanjutan dari ketertarikannya pada perkembangan 
pemikiran yang ada di Mesir dan India. Sementara yang dimaksud dengan 
kesederhanaan Islam menurut Bung Karno adalah rumusan ajarannya dengan 
mudah dipelajari, tidak rumit dan tidak dogmatis. Dalam konsep Nasakon Bung 
Karno, Bung Karno meyakini adanya keterkaitan Islam dengan perubahan sosial, 
Bung Karno mengatakan bahwa Islam memiliki keterkaitan erat dengan aspek 
kehidupan masyarakat. Hal ini berawal dari doktrin Islam sebagai agama rahmat 
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bagi seluruh alam, menurut Bung Karno agama Islam adalah agama yang sangat 
menjunjung kebebasan berpikir, bertindak dan kebebasan berintelektual. 
Bung karno lebih memahami ajaran Islam sebagai agama yang praktis dan 
mudah dipahami oleh kalangan Muslim. Sebagaimana dalam bukunya Di Bawah 
Bendera Revolusi (DBR), Bung Karno menulis salah satu topik yang berjudul 
“Memudahkan Pengertian Islam”. Bung Karno menjelaskan “Marilah kita 
memerdekakan kita punya roh, kita punya akal, dan kita punya pengetahuan. 
Hanya dengan roh, akal dan pengetahuan yang merdekalah kita bisa 
mengerjakan yang sempurna”. Dalam tulisan itu juga Bung karno mengutip Farid 
Wadjdi sebagai berikut “agama Islam hanyalah dapat berkembang betul, bila 
mana umat Islam memperhatikan benar-benar tiga sendi utama, yakni 
kemerdekaan roh, kemerdekaan akal dan kemerdekaan pengetahuan”27. 
Cara pandang inilah yang membuat kebanyakan orang menilai Bung Karno 
sebagai Islam sekuler. Sebab Bung Karno mencoba mensinergiskan ajaran Islam 
dengan berbagai pandangan atau teori yang menjunjung tinggi perubahan. Nurani 
Soyomukti mengatakan bahwa pemahaman Islam Bung Karno adalah pemahaman 
Islam sinkretis. Islam yang dicampuradukkan dengan ajaran-ajaran dan pemikiran 
lainnya. Islam dikuatkan dengan cara pandang yang berasal dari luar Islam itu 
sendiri, sesuai dengan pengalaman dan sosialisasi pemikiran yang diterima oleh 
Bung Karno yang dipandangnya cocok dengan kondisi dan masyarakatnya.28 
Dengan latar belakang pemahaman Bung Karno tentang Islam, maka beliau 
mencoba untuk mengkondisikan dengan dinamika keberagaman masyarakat 
Indonesia yang terdiri dari berbagai suku ras, agama dan ideologi yang berbeda. 
dengan tujuan utamanya adalah menjaga persatuan dan kesatuan serta 
terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera serta benar-benar merdeka. 
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Maka konsepsi ke-Islaman Bung Karno tersebut menjadi landasan untuk 
memperkuat keselarasan dan saling toleransi yang menghimpun seluruh 
perbedaan ras, suku, agama dan ideologi dengan suatu landasan awal pikirannya 
yang dimuat dalam Media Suluh Indonesia Muda tahun 1926 dengan 
diterbitkannya suatu konsepsi yang dijadikan ideologi, yakni Nasionalisme, 
Agama dan Komunisme (Nasakom) yang dianggapnya sebagai ketiga ideologi 
dengan misi utamanya, yakni perlawanan imperialisme yang merupakan embrio 
kapitalisme. 
Inilah yang dimaksud Bung Karno dengan segi kesederhanaan ajaran Islam 
adalah rumusan ajarannya dapat dengan mudah dipelajari, tidak rumit dan 
dogmatis. Pendapat Bung Karno bahwa Islam menerima adanya kemajuan yang 
mempunyai makna tersendiri dalam pemikiran ke-Islamannya. Ia memegang 
prinsip bahwa kemajuan peradaban umat manusia bukan saja sesuai dengan Islam. 
Karena itu kemajuan identik dengan Islam dan kemajuan tidak mungkin 
bertentangan dengan Islam. Pandangan Bung Karno bahwa Islam adalah 
kemajuan menyebabkan dia tidak dapat menyetujui sepenuhnya langkah-langkah 
organisasi pembaharuan di Indonesia. Karena menurut dia sekalipun perkumpulan 
itu telah menyuarakan pembaharuan namun belum dapat sepenuhnya melepaskan 
diri dari pola pemikiran yang konservatif, maka tetap saja pola pemikiran mereka 
terperangkap pada struktur pemikiran lama.29 Sebagaimana mengutip tulisan Bung 
Karno tersebut di bawah ini: 
Benar di sini soedah ada perikatan-perserikatan “kaoem Moeda” benar di 
sini soeda ada Moehamadijah ataoe Persatoean Islam ataoe perkoempoelan-
perkoempoelan “moedah” jang lain, tetapi beloemlah di sini mendengoeng benar 
soeara adjakan rasionalisme itoe. Sebab baik di dalam Moehamadijah, maoepoen 
di dalam aksi persatoean Islam, maoepoen di dalam risalah-risalah dan 
madjalah-madjalah jang oemoemnnja dikatakan haloean “moedah” itoe, maka 
sendi penjelidikan agama sebenarnja masihlah sendi jang toea.30 
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Selain itu, menurut Bung Karno sebagaimana Islam mengajarkan akan 
kemajemukan, maka kaum Islam tak boleh lupa bahwa pandangan Marxisme 
tentang Materialisme-history menjadi petunjuk bagi rakyat untuk memahami soal-
soal tentang ekonomi dan politik dunia yang sukar dan sulit.31 Selain itu, bagi 
Bung Karno Islam sejati tidak mengandung asas anti Nasionalisme, Islam sejati 
juga tidaklah bertabiat anti-sosialis. Sebaliknya Islam itu mengandung tradisi 
sosialitas dan meletakkan kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban 
nasionalis. Maka Bung Karno memandang bahwa kaum pergerakan Nasionalis, 
Islam dan Komunis, harus kemudian bersatu dalam satu persatuan gerakan yang 
sungguh-sungguh merupakan pergerakan rakyat. 
D. Konsep Nasakom Bung Karno tentang Komunis/Sosialisme 
Untuk memahami konsep komunis dalam pemikiran Nasakom Bung Karno. 
Ada kiranya beberapa indikator yang harus dikemukakan untuk melihat 
keterkaitan Nasakom terhadap komunis. Yakni pertama, melihat secara sepintas 
pemikiran Karl Marx sebagai tokoh utama di belakang berdirinya paham komunis, 
yang memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran sosialisme. Kedua, menengok 
sejarah komunis di Indonesia dan yang ketiga adalah perkenalan Bung Karno 
dengan tokoh-tokoh yang berhaluan komunis. 
1. Sepintas Tentang Pemikiran Marxisme-Komunis 
Seperti diketahui bahwa paham komunis mulai dirintis oleh Marx yang 
dibantu oleh sahabatnya Friedich Engles. Sebagaimana dalam buku Manifesto 
Komunis yang diterbitkan pada tahun 1848. Marx dan Engels dalam Manifesto 
Komunisnya berusaha untuk menjelaskan perkembangan peradaban manusia yang 
mencita-citakan sebuah tatanan sosial masyarakat tanpa kelas dengan menuntut 
adanya keadilan dan keterlepasan dari sebuah jajahan. Maka Marx dan Engles 
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“kaum buruh sedunia bersatulah”.32 Sebagai bukti perlawanan akan kesewenang-
wenangan. 
Dalam Manifesto Komunis yang menjadi pokok pertama dari pembahasan 
Marx adalah bagaimana pertentangan terjadi dalam setiap masyarakat antara kaum 
penghisap (mereka yang diuntungkan oleh sistem ekonomi) dengan kaum terhisap 
(mereka yang dirugikan). Dari kacamata ini, Marx melihat bahwa sejarah 
masyarakat adalah sejarah pertentangan kelas. Pada awalnya adalah kaum 
merdeka dan kaum budak, antara kaum patricia dan kaum plebeian (dalam 
masyarakat Romawi) dan antara kaum pemilik modal dan kaum buruh. 
Dalam teori Marxis Dan berbagai ragam teori neo-Marxian, Marx sendiri 
menjelaskan tentang Materialisme Dialektika Historis, sifat dasar manusia, serta 
kerja dan Alienasi merupakan konsep yang membantah argumentasi fakta 
terhadap gagasan kontradiksi yang dipercayakan hanya lewat ide atau fikiran. 
Marx sendiri medapati konsepsi tentang dialektika dari pemikiran Hegel. Dalam 
Gagasan dasarnya Hegel memahami arti pentingnya sebuah kontradiksi yang 
merupakan sebuah kesatuan dari apa yang berlawanan. Menurut Magnis Suseno, 
dialektika perkembangan melalui langkah-langkah yang saling berlawanan, 
sebagai hasil dari unsur dalam sebuah proses yang maju melalui negasi atau 
penyangkalan. Pola penyangkalan ini oleh hegel dinamakan sebagai Aufheben, 
yang memiliki tiga arti: “menyangkal atau membatalkan, menyimpan dan 
mengangkat”. 
Namun yang harus diketahui bahwa pemahaman dialektika antara Hegel dan 
Karl Marx sangat jauh berbeda dalam sudut pandang terhadap realitas. 
Sebagaimana diketahui Hegel mengkonstatir suatu pahaman bahwa alam ini 
merupakan hasil Ruh (Absolut) sehingga yang muncul merupakan dialektika idea. 
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Dengan demikian dialektika itu hanya terjadi dan diterapkan dalam dunia abstrak. 
Menggunakan dialektika untuk menjawab kontradiksi-kontradiksi historis dalam 
pikiran, dimana digerakkan oleh pemahaman-pemahaman yang saling berlawanan  
yang merupakan esensi dari realitas. 
Sementara Marx memahami bahwa prinsip dialektika haruslah berasal dari 
materi, sehingga dialektika yang dikembangkan adalah dialektika materi.33 Marx 
juga menerima arti penting kontradiksi-kontradiksi untuk perubahan historis, kita 
bisa lihat ini dalam rumusannya yang terkenal seperti “kontradiksi kapitalisme” 
dan “kontradiksi kelas”. Marx tidak percaya bahwa kontradiksi-kontradiksi ini 
dapat dipecahkan dalam pemahaman kita, atau pikiran-pikiran kita, melainkan 
oleh perjuangan hidup dan mati demi mengubah dunia sosial.34 
Dengan sederhana kata bahwa Karl Marx lebih memfokuskan dialektika atau 
pertentangan-pertentangan itu lebih pada fakta dan sejarah. Penjelasan Marx pada 
Materialistis tentang perubahan sejarah, diterapkan pada pola-pola perubahan 
sejarah yang luas, penekanan materialistis ini berpusat pada perubahan-perubahan 
cara atau teknik-teknik produksi materil sebagai sumber utama perubahan sosial 
budaya. Sebagai contoh, salah satu kontradiksi kapitalisme adalah hubungan 
antara para pekerja dan para kapitalis. Kapitalis harus mengeksploitasi para 
pekerja untuk memperoleh keuntungan lebih dari kerja para pekerja. Para pekerja, 
berlawanan dengan para kapitalis, ingin memperoleh setidaknya sedikit 
keuntungan untuk diri hasil kerja mereka. 
Marx juga membangun analisis kritisnya terhadap kontradiksi-kontradiksi 
masyarakat kapitalis berdasarkan premis-premisnya tentang sifat dasar manusia, 
hubungannya dengan pekerja dan potensinya bagi aliansi di bawah kapitalisme dia 
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percaya bahwa ada kontradiksi nyata antara sifat dasar manusia dan cara manusia 
bekerja dalam masyarakat kapitalis.Marx mengatakan bahwa sifat dasar manusia 
jalin-menjalin dengan relasi sosial. Oleh karena itu, sifat dasar manusia bukan 
merupakan sesuatu yang statis akan tetapi berbeda-beda sesuai latar historis dan 
sosial.35  
Bagi Marx, spesis manusia dan sifat dasarnya terkait erat dengan kerja. 
Berikut mengutip tulisakan Marx.  
Kerja adalah, pertama dan utama sekali, suatu proses dimana alam dan 
manusia sama-sama terlibat, dan dimana manusia dengan persetujuan dirinya 
sendiri memulai, mengatur dan mengontrol reaksi-reaksi material antara dirinya 
dan alam. Dengan bertindak terhadap dunia eksternal dan mengubah sifat dasar 
dirinya.36 
Dalam kutipan diatas kita melihat bagian-bagian penting pandangan Marx 
tentang hubungan antara kerja dan sifat dasar manusia. Penggunaan istilah kerja 
oleh Marx tidak dibatasi untuk aktivitas ekonomi belaka, melainkan mencakup 
seluruh tindakan-tindakan produktif dimana kita mengubah dan mengelolah alam 
material untuk tujuan kita. 
Kerja tidak hanya mentransformasikan kemanusiaan secara individual, 
melainkan juga mentransformasikan masyarakat. Malah bagi Marx, kemunculan 
induvidu tergantung pada masyarakat. Namun ketika kesadaran kerja di bawah 
kendali sistem kapitalis akan berubah menjadi sebuah komuditas yang hanya 
menundukkan para pekerja terhadap kerjanya, dimana para pekerja hanya ditekan 
untuk mendapatkan tujuan sikapitalis dengan alasan memberi menggaji dan 
mengupah para pekerja, ketimbang menikmati hasil pekerjaannya. Dengan kata 
lain, kerja tidak lagi menjadi tujuan pada dirinya sendiri sebagai ungkapan dari 
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kemampuan dan potensi kemanusiaan, melainkan ter-reduksi menjadi sarana 
untuk mencapai tujuan, yaitu memperoleh uang. 
Marx menggunakan konsep alienasi untuk menyatakan pengaruh produksi dan 
eksploitasi kapitalis terhadap Manusia dan terhadap masyarakat. Hal terpenting 
yang patut dicatat di sini adalah sistem dua kelas dimana kapitalis menggunakan 
dan memperlakukan para pekerja untuk dipaksa menjual waktu kerja mereka 
kepada kapitalis agar mereka bisa bertahan. Inilah basis sosiologis dari fenomena 
alienasi.37 dimana dalam bekerja para pekerja atau buruh bertindak dengan 
merubah sifat-sifat alamiahnya, produksinya yang merupakan hasil dari 
interaksinya dengan dunia luar, yang selama ini justru mengaturnya. Di bawah 
sistem kapitalisme si pekerja atau buruh (subjek pencipta) telah membaur dengan 
dengan produksinya (objek) dengan demikian para pekerja dan buruh sebagai si 
pencipta, mengambil bentuk suatu kehilangan atau terasikan menjadi 
penghambaan kepada objek. Keterasingan ini didasari atas disparaditas antara 
kemampuan produksi para pekerja yang makin besar akibat dari meluasnya 
dengan tidak adanya pengendalian oleh si pekerja terhadap obejek-objek yang di 
produksinya.38 
Alienasi merupakan satu contoh kontradiksi yang menjadi fokus pendekatan 
dialektis Marx. Ada kontradiksi nyata antara sifat dasar yang dibatasi dan 
ditransformasikan oleh kerja dengan kondisi-kondisi sosial yang aktual dari kerja 
di bawah kapitalisme. Marx ingin menekankan bahwa kontradiksi ini tidak bisa 
dipecahkan hanya di dalam pikiran. Kita merasa kurang atau bahkan tidak 
teralienasi sama sekali karena kita mengidentifikasi diri dengan majikan kita atau 
dengan segala sesuatu yang bisa kita peroleh dengan gaji kita. Justru keadaan 
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seperti ini merupakan gejala alienasi kita, yang hanya bisa diobati dengan 
perubahan sosial yang benar-benar nyata.39  
Selain itu, Marx menunjukan sikap kritis sebagai seorang ilmuan, menurutnya, 
suatu pemahaman ilmiah yang dapat diterima terkait gejala sosial menuntut sang 
ilmuan untuk mengambil sikap yang benar terhadap hakikat suatu permasalahan 
sosial. Hal ini mencakup pengakuan bahwa manusia tidak hanya sekedar 
organisme materil, sebaliknya manusia memiliki kesadaran diri. Dimana, mereka 
memiliki suatu kesadaran subjektif tentang dirinya sendiri dan situasi-situasi 
materialnya. Marx mengandaikan bahwa pemilikan daya-daya produksi 
masyarakat secara komunal dan suatu distribusi yang lebih merata yang 
didasarkan pada kebutuhan manusia, bukan kerakusan borjuis kapitalis40. Selain 
itu juga menurut Marx eskpansi kapitalis akan membuat individu-individu 
semakin teralienasi dari ruang sosialnya. Dan paradoks atas kapitalisme akan 
muncul. 
2. Sejarah Komunis di Indonesia 
Pada tahun 1914, komunis telah didirikan di Indonesia oleh empat tokoh asal 
negeri kincir angin (Belanda). Dantaranya ialah Sneevlit, J.A Bradsterder, H.W. 
Dekker, dan P. Bersma. Keempat tokoh ini diketahui dalam catatan sejarah 
Indonesia sebagai pendiri dari Indische School Democratisch Vreeniging (ISDV) 
dan memproklamirkannya sebagai sebuah organisasi berhaluan Marxis. Pada awal 
didirikannya ISDV, Sneevli Begitu yakin bahwa marxisme sangat tumbuh dengan 
cepat di Indonesia.41 Tahun pertama antara (1914-1915-an), ISDV menyibukkan 
diri dengan diskusi-diskusi teoritis dari pada melakukan eksperimentasi, advokasi 
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dan investigasi gerakan. Hal ini karena kelompok ISDV mempertimbangkan 
kondisi perang dunia ke-1 yang berimbas pada ketidak pastian politik baik di 
Belanda maupun di Indonesia.42 ISDV melancarkan gerakannya setelah perag 
dunia ke-1 selesai pada tahun 1918, ISDV mulai mengembangkan sayapnya 
dengan membuka cabang-cabangnya di beberapa kota serta menerima anggota 
dari bumi putera. Momentum pembukaan cabang itu juga disertai dengan 
pemberitaan surat kabar ISDV melalui Het Vrije Woord, yang selalu membela 
suara bumi putera. Kemudian disusul dengan kecaman terhadap penagkapan 
kepada Marco Karta 
Dikromo atas kasus pemuatan empat artikel bernada kecaman terhadap 
kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang dimuat di media Doenia Bergerak. 
Saat  itu Marco menjabat sebagai pemimpin surat kabar tersebut. Keberpihakan 
ISDV terhadap marco lantas mengundang simpati terhadap tokoh SI cabang 
Semarang, seperti Darsono dan Samaoen. Dan pada saat bersamaan, para tokoh SI 
sedang kecewa dengan Cabang SI surabaya, seperti Tjokroaminoto dan H. Agoes 
Salim yang justru menolak memberikan dukungan moral terhadap Marco. Hal ini 
ditunjukkan dengan diterbitkannya tulisan berjudul  “Sjoekoer kepada Allah” pada 
surat kabar organ CSI Oetusan Hindia. Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa 
para pengurus pusat CSI merasa bersyukur atas peristiwa yang menimpa marco. 
Peristiwa ini yang menjadi awal perpecahan SI menjadi dua kubu yakni SI putih 
dan SI Merah.43 
Dari gambaran tersebut diatas, dapat dilihat kepekaan Bung Karno terhadap 
pemikiran Karl Marx. Bung Karno sendiri mengakui bahwa ia begitu jatuh hati 
pada pemikiran-pemikiran Karl Marx dan mempelajarinya dengan serius. Dalam 
buku otobiografinya ia menceritakan bahwa “pada waktu muda-mudi yang lain 
                                                             
42
 Zainul Munasichin, Berebut Kiri, Pergulatan Awal di indonesia 1912-1926, h. 72 
43
 Zainul Munasichin, Berebut Kiri, Pergulatan Awal di indonesia 1912-1926, h. 78 
36 
 
menyatakan kasihnya satu sama lain, aku mendekam dengan Das Kapital”.44 Das 
Kapital adalah karya terbesar Karl Marx yang menggugah kesadaran rakyat 
tertindas, terutama kaum buruh, akan adanya penghisapan dan penindasan 
ekonomi. Dalam karya inilah penemuan penting dilontarkan bahwa ada hasil kerja 
dan nilai yang dicuri oleh kapitalis (pemilik modal) yang menyebabkan kapitalis 
mendapat keuntungan banyak dan kian bertambah sedangkan buruh kian 
menderita, itulah salah satu kontradiksi dalam sistem ekonomi kapitalis yang 
kemudian melahirkan jawaban kontradiksinya dalam bentuk imprealisme-
kolonialisme.45 
Setelah menjalani masa perjuangan yang panjang dalam ISDV bersama 
kelompok SI merah, kemudian poros ideologi SI merah yang diwakili oleh 
samoen, darsono dan marco dengan gencar mengkampanyekan gerakan 
revolusioner Bholsevik Rusia pada tahun 1917. Pada waktu yang bersamaan 
anggota-anggota pengurus dari Belanda berangsur-angsur meninggalkan 
organisasi halini karena pemerintahan Belanda menolak menerima mereka. Pada 
kongres SI 1918 ketiga 29 Oktober disurabaya. Semaoen dan Dharsono berhasil 
mempengaruhi SI untuk bergeser ke arah kiri, dengan memutuskan untuk 
menentang pemerintahan selama tindakannya melindungi kapitalisme.46 
Pada tahun 1919, Samaoen dan Dharsono kemudian diangkat menjadi 
pemimpin ISDV menggantikan Sneevliet (yang berdiam di kantor sebagai 
Comintern dan berhubungan dengan Comintren Sunt Yat Sen). Sampai akhirnya 
poros kiri itu bersepakat untuk membentuk Perserikatan Komunis Hindia, maka 
pada tahun 1920,  ISDV menggantikan namanya dari ISDV menjadi PKH 
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(Perserikatan Komunis Hindia), dan kemudian pada tahun 1923 perubahan nama 
dari PKH menjadi Partai Kominis Indonesia (PKI). Perubahan nama ini 
didasarkan pada aktualisasi dan kebutuhan gerakan politik. Sedangkan perubahan 
nama dari Hindia menjadi Indonesia disesuaikan dengan bahasa setempat47. Dari 
poros Merah-PKI-ISDV inilah, kemudian bergulir gagasan-gagasan revolusioner 
tentang perjuangan bumi putera yang mendasarkan diri pada ideologi Marxisme. 
Dan fokus perjuangan kepada kaum buruh bumi putera dan kaum tani bumi putera 
yang diawali dengan langkah-langkah advokasi serta perlawanan revolusioner. 
3. Pengaruh Marxisme terhadap Pemikiran Bung Karno 
Penjelasan dan doktrin Marxis dalam memperjuangkan kepentingan kelas 
tertindas dengan pendekatan Materialisme Dialektika Histori, yakni pertentangan 
Kapitalisme dengan rakyat tertindas menjadi dasar utama Bung Karno terinspirasi 
dalam membangun semangat perlawanan rakyat Indonesia terhadap Imperialisme-
Kapitalis. Kesadaran moral ini kemudian menjadi sebuah misi suci yang 
mengilhami Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa, untuk 
bangkit melawan kesewenang-wenangan dan penjajahan secara politik, ekonomi, 
sosial dan budaya akibat infiltrasi kapitalisme atas imperialisme kolonial. Bung 
Karno begitu berpegang teguh pada ajaran Marxis, namun yang harus dipahami 
bahwa Marxisme yang dipahami adalah seperti yang di ucapkan Hasan Raid, 
bahwa Marx dalam hak ini adalah sebuah sosialisme48. Meskipun ia lebih suka 
disebut sebagai seorang sosialis, dan kadang menolak disebut sebagai komunis, 
namun bukan berarti Bung Karno anti Komunis dan gagasan-gagasan serta 
tindakannya banyak dipengaruhi oleh Marxisme. Bung karno sendiri mendapatkan 
literatur marxis dan mengenal pemikiran Karl Marx setelah ia tersebar meluas 
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diberbagai kalangan, terutama kaum aktifis nasionalis dan komunis. Bahkan tak 
sedikit dari aktifis Islam juga mempelajarinya.49 
Kesadaran untuk mempelajari konsep komunis tidak semata-mata karena teori 
yang dibaca Bung Karno, melainkan menemukan langsung dengan realitas 
komunis serta bergaul dengan tokoh-tokoh komunis itu sendiri. Di Indonesia, 
Bung Karno sendiri mengakui bahwa beliau pertama kali belajar dan mengenal 
Marxisme dari mulut seorang guru HBS yang berhaluan sosialis demokrat 
bernama C. Hortogh, ketika ia belajar HBS. Begitu pulalah sewaktu di rumah 
Cokroaminoto, Bung Karno banyak bertemu toko-tokoh kiri yang sering kali 
datang. Dari rumah itulah dia mengenal tokoh-tokoh komunis seperti Alimin dan 
Muso. Bahkan kedua tokoh itu diakui oleh Bung Karno sebagai “Guru” yang ia 
“hormati”.  
Sebagaimana Nurani Soyomukti mengutip ungkapan Bung Karno dalam buku 
“Penyambung Lidah Rakyat Indonesia”,tertulis” 
… Kusebut pak Alimin dan pak Muso. Kedua-duanya sering bertindak sebagai 
guruku dalam bidang politik ketika aku tinggal dirumah pak Cokro.... orang Jawa 
mempunyai suatu pribahasa „gurumu harus dihormati bahkan lebih dari orang 
tuamu sendiri …. 
………………………………………………………………………………………………… 
... diaadalah salah seorang guruku di masa mudaku, aku berterimakasih 
padanya atas segala yang baik yang telah diberikannya kepadaku. Aku berhutang 
budi kepadanya, yang samah beratnya untuk dilupakan ialah kenyataan, bahwa 
dia adalah salah seorang perintis kemerdekaan. Seorang yang berjuang untuk 
pembebasan tanah airnya,berhak mendapatkan penghargaan dari rakyatnya....50 
Bung Karno dengan lantang menyebut pak Alimin dan Musso adalah gurunya. 
Dengan jelas bahwa Musso dan Alimin adalah kedua tokoh komunis paling 
berpengaruh di bangsa ini, bahkan di dalam catatan sejarah sendiri telah 
disinggung mereka sebagai orang “kiri”, kosa kata yang disebutkan bagi orang-
orang yang berhaluan Marxis. Ungkapan Bung Karno tersebut di atas 
                                                             
49
 Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, h. 228. 
50
 Nurani Soyomokti, Soekarno dan Nasakom, h. 228-229. 
39 
 
menunjukkan bahwa, Bung Karno memang mengenal dekat pak Alimin dan 
Musso, bahkan mengakui mereka sebagai guru di bidang politik, jelaslah bahwa 
pengaruh kedua tokoh ini memberikan konstribusi pikiran Marxis dalam 
mewujudkan gagasannya yang ia yakini, yakni “Nasakom” itu sendiri. 
Bung Karno sendiri menolak adanya sebuah tudingan terhadapa komunis 
bahwa komunis merupakan kaum yang menyembah benda, kaum yang ber-
Tuhan-kan materi (Ateis/tidak bertuhan). Pandangan seperti itu bagi Bung 
Soekarno merupakan bentuk kekeliruan dan merupakan bentuk propaganda anti 
Marxsi sosialisme dengan membolak-balikan dua paham utama dalam tubuh 
Marxsi, yaitu Materialisme-Histori dan Materialime-Dialektika. Soekarno sendiri 
berpendapat. 
Kita harus harus membedakan Histori-Materialisme itu dari pada Wijsgereg-
Materialisme; kita harus memperingatkan, bahwa maksudnya Historis-
Materialisme itu berlainan daripada maksudnya Wijsgereg-Materialisme tadi. 
Wijsgereg-Materialisme memberi jawaban atas pertanyaan; bagaimana 
hubungan antara pikiran (denken) dengan benda (materie), bagaimanakah 
pikiran itu terjadi sedangkan Historis-Materialisme memberi jawaban atas soal : 
sebab soal apakah pikiran itu dalam suatu zaman ada begitu atau begini; 
historis-materialisme menanyakan  sebab-sebabnya pikiran itu berubah; 
wijsgereg-materialisme mencari alasannya pikiran, historis-materialisme 
mempelajari tumbuhnya pikiran; wijsgereg-materialisme adalah wijsgereg, 
historis-materialisme adalah historis.51  
Menurut pandangan Soekarno dalam suatu negara jajahan tiga paham ini harus 
saling menutupi dan tidak saling berseberangan satu sama lain. Untuk mencapai 
hal tersebut penting untuk menentukan suatu lembaga yang mempersatukan 
seluruh ideologi dengan anggotanya yang harus siap menerima dan juga memberi. 
Sedikit banyaknya gagasan-gagasan serta tindakan Bung Karno banyak 
dipengaruhi oleh Marx-Marxsisme. Namun bagi Bung Karno sendiri Marx dan 
Engles bukanlah nabi-nabi yang bisa mengadakan aturan-aturan yang bisa 
terpakai untuk segala zaman. Menurutnya untuk menciptakan sebuah masyarakat 
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sosialis sebagimana dicita-citakan Marx maka perlu adanya perubahan dan 
penyesuaian, atau perubahan taktik dari pergerakan kaum komunis. Komunis dan 
gerakan-gerakan lainnya membentuk suatu persahabatan atau penyongkong 
dengan kaum Nasionalisma dan Agama (Islam) terutama di Asia. 
Di Indonesia sendiri menurut Bung Karno kaum Marxis-Sosialisme harus 
ingat bahwa pergerakan itu tidak boleh tidak, pasti akan menumbuhkan rasa 
Nasionalisme pada kaum buruh Indonesia. Oleh karena itu, perlawanan kaum 
buruh Indonesia merupakan perlawanan terhadap modal asing, kapitalisme dan 
penjajah serta ketidakadilan. Demikian pula kebencian Marxis terhadap kaum 
agamawan yang timbul berdasarkan stikam kaum gereja yang reaksioner di Eropa. 
Tidaklah berkesesuain dengan sikap kaum Islam di Indonesia yang anti akan 
kapitalisme, anti akan riba dan menolak untuk terjajah serta mengejar 
kemerdekaan atas penindasan penjajah.52 
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BAB III 
KONSEP PIAGAM MADINAH 
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Piagam Madinah 
Piagam Madinah merupakan konstitusi yang pertama kali lahir di daratan Asia, 
khususnya Arab. Sebagai hasil persetujuan bersama dari masyarakat Madinah yang 
terdiri dari berbagai suku, golongan dan agama. Konsitusi yang memegang amanat 
rakyat dari bermacam ragam itu, tetapi bersatu dalam satu cita-cita, Nabi Muhammad 
telah menandatangani piagam itu pada tahun 1 H. (622 M.). sebagai dasar berdirinya 
suatu Negara Islam1. Pada dasarnya jika ditelisik dalam kamus besar bahasa 
Indonesia (KBBI), kata Piagam akan berarti sebuah surat resmi ataupun dokumen 
yang berisikan tentang sesuatu hal.2 
Sedangkan menurut Willam H. Harris and Judith S, Levey, The New Colombia 
Encyclopedia. Piagam merupakan suatu dokumen yang menjamin hak-hak, 
kekuasaan dan kewajiban. Semantara untuk Piagam Madinah sendiri para ahli mulai 
memberikan beragam istilanya untuk Piagam Madinah. Seperti halnya Montgomery 
Watt menyebut Piagam Madinah dengan The Constitution of Madinah. Nicholas 
menyebutnya Charter, Philip K. Hitti, memberi nama kepada Piagam Madinah 
sebagai Agreemet. Lain halnya dengan Zainal Abiding Ahmad, yang lebih memilih 
perkataan Piagam Madinah sebagai sebuah terjemahan dari al-shahifah. Nama al-
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shahifah sendiri digunakan karena dalam naska Piagam Madinah sendiri 
menyebutkannya.3 
Konsitusi sendiri merupakan dasar bagi sebuah organisasi kenegaraan dari suatu 
bangsa, yang dimana di dalamnya terdapat berbagai aturan yang berkaitan dengan 
kedaulatan. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah 
sosial ekonomi. Namun dalam diskursusnya para ahli yang berkenaan dengan 
ketetapan penilayan atas piagam Piagam Madinah sebagai sebuah Konsitusi atau 
hanya sebuah dukumen perjanjian, belum ada sebuah ketetapan yang kemudian di 
sepakati. Adapaun sarjana-sarjana eropa lebih menilai Piagam Madinah sebagai suatu 
Undang-Undang ngara. Dengan berpendapat bahwa Piagam Madinah merupakan 
undang-undang negara yang dihasilkan oleh Nabi Muhammad, sebagi seorang 
negarawan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh H.A.R Gibb dalam bukunya 
Muhammad. Anisme, diterangkan bahwa Piagam Madinah merupakan “Legislative 
enact ment” (penetapan legislatif).4 
Berbeda dari penilaian dan pendapat para sarjana barat yang melihat Piagam 
Madinah sebagai undang-undang negara. Maka para sarjanawan dan ahli-ahli dari 
kalangan Islam lebih melihat piagam Madinah sebagai sebuah sebuah perjanjian, 
seperti yang di utarakan oleh Muhammad el Gazali dalam bukunya “Sierah en Nabi”. 
Pendapat ini kemudian lebih di pertegas oleh sebagain sarjana Barat dengan member 
sifat politis kepadanya, selain dari memandangnya sebagai sebuah kebijaksanaan dari 
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sikap Nabi Muhammad sebagai seorang Negarawan yang ulung (state-men), tetapi 
juga dinilai sebagai hasil kepintaran yang luar biasa dari seorang diplomat besar5. 
Bahwa tidaklah sama pendapat dan penilayan oleh para ahli terhadap naska penting 
yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad itu. Namun jika melihat fungsi dari Piagam 
Madinah, sebagi sebuah dokumen resmi yang berisi pokok-pokok pedoman 
kenegaraan berupa atauran main dalam suatu negara. Menurut hemat penulis hal 
inilah yang kemudian menjadikan dasar penilaian terhadap Piagam Madinah itu 
sebagai sebuah konstitusi. Seperti yang dilakukan oleh Montgmery Watt begitu juga 
dengan Zainal Abidin Ahmad seperti yang dijelaskan di atas. Adapun para pihak yang 
kemudian diikat dalam Piagam Madinah yang memuat perjanjian-perjanjian yang 
telah disepakati, sebanyak tiga belas komunitas, yang diantaranya adalah dari 
kalangan kaum Muslim (Muhajirin dan Anshar), Musyrikin (terdiri dari suku Aus dan 
Khazraj), dan golongan Yahudi (yang terdiri dari beragam suku dan suku terbesarnya, 
Banu Nadhir, Banu Quraizhah, dan Banu Qainuqa),6 yang disebuat secara eksplisit 
dalam teks Piagam Madinah. 
Terlepas dari segala penyebutan terhadap Piagam Madinah sabagai 
“perjanjian” maupun “konstitusi”. Piagam Madinah kemudian masih dapat diakui 
sebagai sebuah konsitusi sebab adanya beberapa ciri yang dipenuhi, terlepas dari 
tidak ditemukan adanya pembagian cabang kekuasaan seperti legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif dalam Piagam Madinah. Adapun ciri yang dapat dilihat ialah bahwa Piagam 
Madinah adalah, dalam bentuk tertulis, menjadi dasar organisasi pemerintahan 
masyarakat Piagam Madinah sebagai suatu umat, terdapat pula sebuah kedaulatan 
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Negara yang dipegang langsung oleh Nabi, dan adanya ketetapan prinsip-prinsip 
pemeritahan yang bersifat Fundamental, berupa pengakuan terhadap kebiasaan-
kebiasaan masyarakat Madinah dengan mengakui hak-hak mereka dan menetapkan 
kewajiban-kewajiban masyarakat Madinah. Serta menjadi himpunan peraturan yang 
mengatur kehidupan masyarakat Madinah.7 
Piagam Madinah juga bertujuan mewujudkan sebuah kesatuan golongan 
menjadi satu umat dan hidup berdampingan secara damai sebagai suatu komunitas 
yang bermoral. Dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan social. 
Selain itu Piagam hanya memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat 
fundamental. Artinya ia hanya mengandung hal-hal yang bersifat pokok dan 
mendasar, jadi cukup hal-hal yang besrifat universal yang termuat di dalamnya oleh 
sebabnya itu tidak heran jika sebagian dari kalangan sarjana politik melihat Piagam 
Madinah sebagai sebuah konsitusi yang kemudian jika dipahami maka akan bernilai 
sama dengan undang-undang dasar (konstitusi).8 
Pembentukan piagam Madinah sendiri didasari oleh semangat Nabi 
Muhammad untuk memelihara kesatuan dan persatuan yang mencangkup semua 
golongan, ditengah corak  masyarakat kota Madinah yang multi-etnis. Sebagai 
langkah awal, Nabi Muhammad mempersaudarakan muslim pendatang  dan muslim 
Madinah (Muhajirin dan Anshar). Persaudaraan (al-mu’akhah) itu bukan hanya 
tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, tetapi demikian mendalam sampai 
pada tingkat saling mewarisi. Kemudian diadakannya perjanjian hidup bersama 
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 Muamar, Piagam Madinah dan Teori Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau, skripsi pada 
Program  Studi Jinayah siyasah, Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2007, h. 20. 
8
 H. Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad S.A.W, Konstitusi Negara Yang Pertama 
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secara damai di antara berbagai golongan yang ada di Madinah, yakni baik di atara 
golongan umat muslim maupun di kalangan golongan-golongan Yahudi. 
Selain itu juga, agar tidak menimbulkan sikap diskriminasi, dominasi dan 
hegemoni diantara suku.9 Kesepakatan atara golongan Muhajirin dan Anshar, dengan 
perjanjian dengan golongan Yahudi itu, secarah formal ditulis dalam suatu naskah 
yang di sebut Shahifah (piagam), yang dalam literasi berbahasa Inggris 
diterjemahkan sebagai document. Shahifah sendiri oleh para ilmuan dan para ahli 
diberi nama The Constiton of Medina, agreemet treaty, piagam.10 
B. Prinsip Nasionalisme dalam Piagam Madinah 
Sekiranya sebelum memahami motif dan tujuan hadirnya Piagam Madinah. 
Penulis kemudian berpendapat ada baiknya terlebi dahulu harus melihat beberapa 
indikator yang melatar belakangi munculnya dari Piagam Madinah sebagai pemersatu 
dan kesatuan bangsa. Yakni pertama, melihat setting social masyarakat Madinah baik 
dari segi agama, politik maupun ekonomi sebelum kedatang Nabi. Kedatangan Nabi 
dan lahirnya piagam Madinah sebagi pembinaan dan pemersatuan bangsa.  
1. Setting Sosial Masyarakat Madinah  
Jauh di bagian Utara kota Mekkah sekitar + 485 km, terletak sebuah pemukiman 
yang di kenal sebagai Yatrib, kota yang nantinya berganti nama menjadi Madinah 
setelah kedatang Islam. Dari Laut Merah Madinah terletak + 275 km, di sebelah 
selatan di batasi oleh bukit Air, di sebela utara dibatasi oleh Bukit Uhud dan Tsur, 
dan pada sebelah timur dan barat dibatasi oleh Labah dan Harrah (gurun pasir). Letak 
kota Madinah sendiri terletak pada bagian yang rendah di suatu daratan di mana 
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aliran-aliran air bertemu, dan seluru aliran air itu berasal dari selatan atau Harrah 
sebelah Timur. Pada bagian yang menuju ke Mekkah tanah datarannya terdiri dari 
batu-batu karang yang tidak mungkin untuk di tanami. Sedangkan pada bagian lain 
ada yang subur terdapat kebun-kebun yang menghasilkan anggur, jeruk, buah persik, 
delimah, dan buah abrikos serta buah ara.11 
Syuthi Pulungan dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam 
Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran”, memetakan kemajemukuan penduduk 
Madinah dalam lima farian sebagi berikut: Pertama, dilihat dari segi kebangsaan, 
penduduk Madinah kemudian terdiri dari atas bangsa Arab dan bangsa Yahudi yang 
masing-masing darinya terbagi ke dalam beberapa suku. Kedua, dilihat dari segi 
daerah atau teritorial mereka adalah orang-orang Arab Mekkah, orang-orang Yahudi 
dan Arab Madinah. Ketiga, dilihat dari struktur sosial dan kultur, mereka sama-sam 
menganut sistem kekuasaan tetapi memiliki ciri perbedaan dalam adat istiadat. 
Keempat, ditinjau dari segi ekonomi, bahwa bangsa Yahudi merupakan golongan atau 
kalangan pemodal dalam artian sebagai kalangan yang menguasai sektor pertanian, 
perdagangan dan keuangan, sedangkan orang-orang Arab sebagai golongan kedua. 
Kelima, dilihat dari aspek agama dan keyakinan, bahwa terdapat beberapa agama 
yang dianut oleh penduduk Madanih, seperti agama Yahudi dan agama Kristen 
minoritas, penganut agama Islam, golongan Munafiqun dan penganut paganisme 
(Musyrik).12 
Jika dilihat apa yang dipetakkan oleh Suyuthi Pulung, maka struktur social 
masyarakat Madinah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad, dalam komposisi 
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 Munir Che Anam, Muhammad SAW & Karl MarxTentang Masyarakat Tanpa Kelas 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 88. 
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 Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari 
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penduduk Madinah sebelum kedatangan Islam. Madinah memiliki penduduk yang 
berasal dari berbagai suku, yang terdiri dari bangsa Arab yang terbagi dalam dua suku 
besar yaitu suku Aus dan suku Khazraj, yang berimigrasi dari Arabia Selatan, dan 
bangsa Yahudi yang juga terbagi dalam beberapa suku. Yaitu suku Bani Quraizhat, 
Bani Nadir, Bani Qunaiqa, Bani Tas‟laba dan Bani Hadh.13 Mengenai asal-usul 
mereka di Madinah, terdapat dalam beberapa literasi yang menyebutkan bahwa 
mereka adalah warga imigrasi. Dijelaskan bahwa mereka berimigrasi dari Syam 
(syiria besar) pada abad I dan abad II Masehi, yaitu setelah orang-orang Romawi 
menguasai Syiria dan Mesir  pada abad I dan II sebelum Masehi, kehadiran mereka di 
Syiria dan Mesir membuat orang-orang Yahudi yang pada awalnya bermukim disitu 
harus pindah kejazirah Arab.  
Sebagaimana juga dituliskan oleh Ahmad Sukardi dalam bukunya, terkait asal 
usul suku-suku yang mendiami Madinah, bahwa dalam perjalanan dari Mesir ke 
palistina pada tahun 1225 SM, sebagai nomad, orang-orang Yahudi singga dan 
berdiam di kota Madinah sekitar 40 tahun, saat itu Nabi Musa mengawini seorang 
perempuan arab. Kemudian setelah Palistina  dikuasai Romawi raji Titus 
menghancurkan Yarusalem pada tahun 70 M, banyak kemudian dari orang Yahudi 
Palistina , hijrah dan memili menetap di Madinah. Selain itu dari suku Arabia yaitu 
Suku Aus dan Khazraj tiba di Madinah dari Yamin.14  
Jika dilihat lagi konteks masyarakat Yatsrib (sebelum enjadi Madinah) sangatlah 
berbeda dengan penduduk Makkah yang penduduknya juga bersuku-suku namun 
memiliki sifat karakterristik budaya dan agama yang relative homogen, yaitu sebagi 
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 Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari 
Pandangan Al-Quran, h. 29. 
14Ahmad Sukardja, Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945:Kajian Perbandingan 
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penyemba berhala. Sedangkan di Yatsrib memiliki penduduk yang berasal berbagai 
suku, yang terdiri dari bangsa Arab yang terbagai dalam dua suku besar yaitu suku 
Aus dan Khazraj, yang berimigrasi dari arab selatan, dan bangsa Yahudi yang terbagi 
dalam beberapa suku. Yaitu Bani Quraizhat, Bani Nadhir, Banu Qunaiqa, Bani 
Tsa‟labah dan Bani Hadh. 
Dalam sektor keagamaan sebagian orang-orang Yatsrib melakukan penyembahan 
terhadap berhala, yaitu berhala Manata (dewi Fortuna) atau dewi wanita) yang di 
yakini memengaruhi kehidupan dan nasib manusia. Hal ini di wakili oleh suku-suku 
kalangan Arab. Seperti suku Azad, Aus dan Kahzraj di Hijaz. Sedangkan dari 
kalangan penganjur monoteisme sebagai Ahli Kitab di wakili oleh kalangan Yahudi, 
Selain penganut agama pagaisme ada juga di antara kabila-kabila Arab yang 
menganut agama Masehi atau agam Kristen, yaitu suku Judam dan Udhra.15 
Corak masyarakat yang multi-etnis, tersebut rentang akan timbulnya konflik 
antara kelompok dan dikatakan bahwa kehidupan masyarakat Madinah itu tidak 
teratur, kerena konteks penduduk yang majemuk itu tidak berhasil mewujudkan 
persatuan dan kesatuan yang membawahi semua kabila. Di anatar konflik yang sering 
terjadi adalah konfilik dua suku utama dari kalangan Arab, yaitu suku Aus dan suku 
Khazraj pada satu pihak. Sementara di lain pihak konflik di antar kedua suku Arab itu 
juga terbangun dengan suku-suku Yahudi. Tercatat bahwa ada dua belas kali konfik 
peperangan yang terjadi antara kedua suku besar Arab itu. Namun kedua suku itu 
pernah bersatu dalam memerangi suku-suku Yahudi hinga mengalami kekalahan16. 
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 Munir Che Anam, Muhammad SAW & Karl MarxTentang Masyarakat Tanpa Kelas 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 90-91. 
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 Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari 
Pandangan Al-Quran, h. 44.  
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Perihal ekonomi adalah salah satu faktor yang memicu adanya konfik dalam 
masyarakat Madinah, dimana kaum Yahudi khususnya Bani Nadir, Qoinuqa dan 
Quraidzah sebagai kelas pemegang modal yang secara mayoritaslah telah menguasai 
sebagian besar tanah subur, serta dalam sistem pertanian maupun sistem 
perdagangan, pertukaran dan keuangan. Sehingga secara ekonomi dalam tatanan 
struktur sosial masyarakat Yatsrib, mereka berada di dalam posisi penting dan 
menentukan baik dalam aspek ekonomi maupun politik. Jika pada awal kedatang 
mereka ke kota Yatrib sebagai tuna wisma, maka setelah beberapa generasi mereka 
telah menjadi tuan-tuan tanah.  
Tidak hanya itu orang-orang Yahudi juga memiliki jasa besar terhadap 
pertumbuhan perekonomian di Yastrib terutama dalam bidang pertanian, sehingga 
dalam perkembangan orang Yahudi dapat menguasai dan nyaris memonopoli secara 
otomatis dimensi Politik. Selain itu orang-orang Yahudi juga memberikan pinjaman 
dan kredit, menjual barang dan peralatan perang berupa senjata, bahkan bibit 
pertanian untuk mereka dipinjamkan kepada orang-orang Arab secara ngejong. 
Keadaan ini membawa suku-suku Arab kearah yang terjepit dan terlilit hutang. 
Dalam keadaan semacam ini suku-suku Arab kemudian berharap munculnya 
seseorang yang mampu menyelamatkan mereka dari penidasan ekonomi dan politik 
yang mematikan dan melumpuhkan seluruh aspek kehidupan mereka.17 
Selain perihal agama, politik dan ekonomi konfik juga hadir dari pola struktur 
masyarakat yang di dasari pada arogansi adat-istiadat, budaya dan klan, Yang sering 
terjadinya di antara suku. Hampir semua suku arab di Yatsrib terlibat, demikian juga 
suku-suku Yahudi, semuanya bersekutu dengan kelompoknya masing-masing. Suku 
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 Munir Che Anam, Muhammad SAW & Karl Marx Tentang Masyarakat Tanpa Kelas, h. 93  
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Khazrat bersekutu dengan suku Qainuka sendang suku Aus bersekutu dengan Bani 
Quraidzat dan suku Nadir. Di kisahkan dalam peperangan tersebut banyak 
menimbulkan kerusakan dan memakan banyak korban.18 
2. Piagam Pembinaan dan Pemersatuan Bangsa 
Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan Islam mengenai 
kapan tepatnya Nabi Muhammad dan kaum muslim hijrah dari mekkah menuju 
Madinah, secara umum diketahui pada tahun 622 M, yang pemberangkatannya 
dilakukan secara berkelompok sembunyi-sembunyi, terkecuali kelompok yang 
dipimpin oleh Umar bin Khathab. Kemudian disusul oleh Muhammad saw dan Abu 
Bakar, keduanya tiba di kota itu pada tanggal 12 rabiul awal /12 september 622 
Masehi setelah sebagin besar berada di Yatsrib. Sumber lain mengatakan bahwa nabi 
kedatangan Nabi Muhammad saw adalah tanggal 4 september 622 M bertepatan 
dengan tanggal 12 Rabi‟ul Awal, dan pendapat lain ada yang mengatakan pada 
tanggal 27 september 622 M 19. Sementara itu menurut Hitti, Muhammad saw sampai 
di Madinah pada tanggal 24 september 622 H. ia menambahkan bahwa hijrah 
bukanlah suatu bentuk pelarian, melainkan migrasi di mana periode Mekkah dan 
masa Madinah di mulai.20 
Sebagaimana telah diuraikan di atas kemajemukan Yatsrib. Peta social Yatsrib 
yang bercorak Heterogen dan multi-etnis. yang mengakibatkan pertikaian dan 
konfilik sering terjadi di antara mereka baik dari segi agama, ekonomi politik maupun 
kultur. Namun setelah kedatangan Nabi Allah Muhammad Saw bersama Islam 
kemudian meredam perselisahan dan konflik di antara mereka dengan membawa 
                                                             
18
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mereka pada situasi damai dan kerukunan.21 Serta hidup dalam satu kesatuan dan 
persatuan. 
Tiap suku merupakan satu badan yang berdiri sendiri, terpisah dari suku lain. 
Piagam Madinah yang di buat oleh nabi, mampu mendapatkan posisi sebagi dasar 
suatau Negara dengan menciptakan suatu bangsa dalam satu naungan kepemimpinan. 
Sebagai suatu perwujudan dari gagasan akan prinsip-prinsip Nasionalisme di Arab 
pada waktu itu dan mampu meletakan Islam sebagai satu agama yang mampu 
menghasilkan rekonsiliasi. Kecerdasan dan kepiawaian Nabi sebagai seorang 
negarawan untuk membentuk sebuah satu kesatuan persatuan dituangkanya dalam 
Piagam Madinah. Di dalam Piagam Madinah itu sendiri terdapat makna yang 
mengarah kepada kesatuan dan persatuan serta cinta akan kebangsaan dan tanah air. 
Pada pasal 1 kemudian dinyatakan “mereka satu umat berbeda dari yang lain”. Pasal 
15 menyebutkan ”perlindungan Allah adalah satu” pasal 16. Di tuliskan “orang 
Yahudi yang mengikuti kita, berhak atas pertolongan dan bantuan” di pasal 24 
mengatur bahwa ”kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum mukmin dalam 
perang”. Pasal 25 tertera juga “Yahudi Bani „Awf satu umat bersama kaum 
mukmin”.22 Sementara dalam urusan membela Negara itu kemudian termuat dalam 
Pasal 24, 37, 38, dan 44. Piagam Madinah. 
Terkait tentang Nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri Menurut Hans Kohn 
Nasionalisme adalah suatu faham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi 
Individu kepada Negara kebangsaan.23 Melihat teriminologi yang dijelaskan oleh 
                                                             
21
 G.E Von Grunebaum, Classical Islam, Terjemahan Kartherin Watson (Chi-cago: Aldine 
Publishing Company, 1970), h. 26. 
22
 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945:Kajian Perbandingan 
Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Majemuk, h. 99. 
23




Hans Kohn, maka nasionalisme itu kemudian dapat diartikan cinta akan tanah air, jadi 
nasionalisme kemudian bias dianggap telah muncul ketika suatu bangsa memiliki 
cita-cita yang sama atas tanah air dan untuk mendirikan suatu negara.  Kebangsaan 
sendiri di artiakan sebagai golongan bangsa. Paham kebangsaan pada dasarnya belum 
dikenal di masa biadab dan pada fase turunnya al-Quraan. Paham ini baru muncul dan 
berkembang di Eropa sejak abad 18. Tetapi paham kebangsaan (Nasionalisme) 
dengan pengertian lumrahnya dewasa ini baru dikenal di akhir-akhir abad 18 yang 
merembet masuk kedalam dunia Islam melalui Napoleon dalam ekspedisinya ke 
Mesir.24  
Menurut Azyumardi Azra, sampai pada masa pra-moderen umat Islam tidak 
mengenal Nasionalisem, yang dikenal hanya dua konsep, wilaya damai dan wilayah 
perang. Oleh karena itu munculnya konsep negara bangsa (nation-state) telah 
melahirkan ketegangan historis dan konseptual25. Namun yang harus kemudian 
dicermati bahawa prinsip-prinsip nasionalisme itu kemudian telah ada dalam Islam 
sebelum konsep Nasionalisme itu lahir. Sebagaimana dalam Islam juga mengenal 
Ummah, Qwn dan Syu’b. Sebagaimana pula Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-
Hujurat.  
                                 
                    
Terjemahnya: 
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
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 M. Qurai Shihab, Wawasan al-Qur’an Cet. II (Bandung: Mizan, 2007), h, 135.  
25
 Azyunardi Azra, Pergerakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post 
Modernisme (Jakarta: Paramadinah, 1996), h, 11.  
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mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.26 
Sejalan dengan Prinsip Nasionalisme yang terkandung dalam piagam 
Madinah, seperti yang telah dijelaskan diatas. Menurut para ahli sejara dan para 
sarjanawan politik Islam. Seperti Montgomery Watt (1988) dan Bernard Lewis 
(1994) mengangap bahwa Nasionalisme pada dasarnya telah dikenal dalam Islam 
karena keterkaitanya dengan Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah). Bagai para 
ilmuin tersebuat Muhammad Saw dan Piagam Madinah yang dibentuk oleh 
Rasulullah, waktu itu tidak telah membangun satu landasan kebangsaan dan 
nasionalisme dengan mengakomodir segala kepentingan masyarakat Madinah yang 
dihuni umat Islam, tetapi dihuni umat dari agama lain, seperti Yahudi, Nasarani dan 
dari kalangan suku-suku lainnya. Agar kemudian hidup secara ko-eksistensi 
C. Prinsip keberagamaan dalam Piagam Madinah 
Seperti sudah menjadi sebuah keniscayaan akan adanya perbedaan dalam sebuah 
struktur kemasyarakatan, tidak terkecuali di Madinah. Sebagaimana telah di jelaskan 
pada pembahasan sebelumnya. Secara gamblang di jelaskan oleh Ahmad Sukardja. 
Jika melihat masyarakat Madinah dari aspek agama, akan menunjukan ada golongan-
golongan sebagai berikut: (1) Kaum muslimin; (2) Kaum musyrikin (penganut 
paganisme); (3) Kaum Yahudi. Sementara di luar kota Madinah terdapat kelompok 
keagaaman lain, yaitu Kaum Nasrani (pemeluk agama masehi).27 
Melihat apa yang telah dijelaskan kemudian oleh Montgomery Watt dan Bernard 
Lewis bahwa kota Madinah tidak hanya dihuni umat Islam, tetapi dihuni umat dari 
agama lain, seperti Yahudi, Nasarani dan agama primitif dan animistik. Islam adalah 
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agama yang pertama kali benar-benar memperkenalkan pandangan tentang toleransi 
dan kebebasan beragama kepada umat manusia. Konsep ini juga mengandung 
dampak terhadap kosmopolitanisme bagi pengembangan budaya dan peradaban yang 
gemilang, karena budaya tersebut bercorak toleran dan kebebasan dalam beragama.28 
Dimaksud dengan toleransi di sini bukanlah sebuah bentuk toleransi yang mencampur 
adukkan agama, akan tetapi adalah memberikan ruang dan waktu untuk berinteraksi 
secara harmonis dengan orang lain selama tidak melanggar atau menyalahi aturan-
aturan yang telah ditetapkan, mengikat dan berlaku umum. 
Ajaran pokok dalam agama Islam terkait dengan nilai-nilai toleransi yang terdapat 
dalam Piagam Madinah adalah sebagai berikut: Pertama adalah kebebasan tanpa 
paksaan. Dalam agama Islam yang terkait dengan kebebasan beragama tanpa 
paksaan, baik secara konseptul maupun praktis, penuh dengan toleransi dan kreasi 
hidup yang berdasarkan pada interaksi tolong-menolong.29 Di dalam al-Qur‟an 
sendiri Allah Swt berfirman. Q.S Al-Baqara : 256 sebagai berikut, 
                            
                       
Terjemahnya: 
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah 
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang 
ingkar kepada Thaghut,30 dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia 
telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan 
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.31 
Begitu juga pada Q.S Al-Kafirun : 6 sebagai berikut, 
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          
Terjemahnya: 
Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.32  
 
Jika dilihat dari kedua ayat di atas sudah dijelaskan Muhammad dan Islam tidak 
mengenal akan adanya paksaan dalam memilih agama, demikian juga prinsip ini 
terdapat dalam Piagam Madinah pasal ke 25 yang berbunyi :  “Kaum Yahudi dan 
Bani Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan 
bagi kaum Muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu 
dan diri mereka. Kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri 
dan keluarganya”33. (religious freedoom).  
Dalam realitasnya, Muhammad saw dan Islam. memberikan kebebasan 
terhadap pemeluk Kristen Nazran untuk melaksanakan ritual keagamaannya, serta 
menjamin institusi institusi Kristen. Begitu pula Muhammad Saw. memberikan 
intruksi kepada Mu‟ad bin Jabal ketika hendak berangkat ke Yaman, “Tidak ada 
orang Yahudi yang boleh diganggu ketika menjalankan agamanya.” Terkait 
kebebasan memeluk agama. Nurcholis Madjid menegaskan bahwa Agama hak dan 
kewajiban masing-masing manusia. Agama merupakan hak sejati manusia; tidak 
seorang pun berhak memaksa seseorang untuk memeluk suatu agama dan keyakinan. 
Tidak seorang pun memiliki wewenang menghegemoni dan mengatur seseorang 
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untuk memeluk suatu agama setiap pribadi bebas memilih dan menentukan keyakinan 
dan agama yang di antunya.34 
Pada posisi ini dapat dilihat bahwa Muhammad dan Islam melalui Piagam 
Madinah mencoba untuk meleburkan struktur kelas, etnis, kesukuan, sekaligus 
menghapus kecondongan manusia yang muncul dari berbagai faktor diskriminasi. 
Sehingga dengan ini juga membawa stimulus kepada semua manusia pada saat itu, 
bahwa apa yang dirasakan oleh manusia yang berada di kutub selatan, sama dengan 
yang rasa di kutub utara, yang di barat sama dengan yang di timur, kesamaan denyut 
jantung, maka harus saling tolong menolong.35 
D. Prinsip Sosialisme dalam Piagam Madinah 
Jika keadilan dikaitkan dengan Piagam Madinah, maka yang pertama yang dapat 
dikatakan ialah bahwa usaha mewujudkan keadilan merupakan salah satu dari sekian 
banyak sisi kenyataan umat manusia. Peradaban di lembah sawid (Mesopotami, Irak 
sekarang) sekitar 6000 tahun yang lalau, persoalan keadilan merupakan tantangan 
hidup yang tak pernah berhenti di perjuangkan diketemukannya sistem pertanian 
(sebagai barkah langsung dari dua sungai yang banjir secara periodic dan pasang 
surut). Serta dijinakannya bintang (yang membuat manusia tidak lagi hanya bersandar 
kepada kekuatan fisik dalam bertani), maka terjadilah akumulasi kekayaan pada 
manusia. Karena manusia mendapatkan dirinya, persis karena adanya kemakmuran 
itu, harus menyusun masyarakat dengan membagi pekerjaan, termasuk kekuasaan, 
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antara anggotanya, maka mulailah manusia tersusun menjadi tinggi-rendah, dengan 
yang kuat mengalahkan atau menguasai yang lemah.36 
Telah dijelaskan di atas bahwa struktur sosial dan kultur, penduduk kota Madinah 
lebih cenderung bersifat mejemuk. Dan terdiri dari berbagai macam etnis dan 
kepercayaan serta memiliki tradisi dan adat istiadat tersendiri dari tiap-tiap sukunya. 
Corak masyarakat yang multi-etnis, tersebut rentang akan timbulnya konflik antara 
kelompok dan dikatakan bahwa kehidupan masyarakat Madinah itu tidak teratur. 
Perihal ekonomi adalah salah satu faktor yang memicu adanya konfik dalam 
masyarakat Madinah, dimana kaum Yahudi khususnya Bani Nadir, Qoinuqa dan 
Quraidzah sebagai kelas pemegang modal yang secara mayoritaslah telah menguasai 
sebagian besar tanah subur, serta dalam sistem pertanian maupun sistem 
perdagangan, pertukaran dan keuangan. Sehingga secara ekonomi dalam tatanan 
struktur sosial masyarakat Yatsrib, mereka berada di dalam posisi penting dan 
menentukan baik dalam aspek ekonomi maupun politik. Jika pada awal kedatangan 
mereka ke kota Yatrib sebagai tuna wisma, maka setelah beberapa generasi mereka 
telah menjadi tuan-tuan tanah menjual barang dan peralatan perang berupa senjata, 
bahkan bibit pertanian untuk mereka dipinjamkan kepada orang-orang Arab secara 
ngejong. Keadaan ini membawa suku-suku Arab kearah yang terjepit dan terlilit 
hutang.37 
Namun setelah kedatangan nabi Muhammad saw dan Islam, melalui kebijakannya 
telah mengadakan perubahan besar dalam struktur masyarakat yang biadap. Seperti 
diungkapkan oleh Ibn Khaldum, bangsa Arab pada mulanya adalah bangsa yang 
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kasar, sombong senang menindas, bersaing dengan cara yang tak sehat. Tetapi 
dengan sentuhan Muhammad dan celupan Islam, struktur masyarakat Arab bisa 
berubah, dan munculah sebuah kepatuhan.38 Melihat hal ini tidak salah jika kemudian 
Mansour Fakih kemudian berkata bahwa Islam pada dasarnya merupakan agama 
pembebasan umat manusia.39 Watak kapitalis berupa monopoli ekonomi yang 
dilakukan oleh kalangan Yahudi dikota Madinah, serta praktek-praktek penghisapan 
nilai lebih yang dilakukan oleh orang-orang Makkah. Akibat dari budaya kapitalisme 
tersebut, lahirlah ketimpangan dan kesenjangan social yakni semakin melebarnya 
jurang antara simiskin dan sikaya. Dari praktek-praktek dan tingkah laku ekonomi 
seperti ini yang tidak menunjang, apalagi yang menghalangi terwujudnya keadilan 
social dikutuk dengan keras seperti yang dapat dirasakan dalam Surat Q.S Al-
Takatsur.40  
Dalam konteks inilah kemudian nabi Muhammad dan Islam kemudian lahir, 
sebagai yang oleh Ziaul Haque disebut sebagai perlawanan revolusioner pertama dari 
zaman modern, karena Muhammad Saw melihat jelas pertentangan antara yang 
kebaikan dan kejahatan, dalam bentuk social dan ekonomi, sesungguhnya adalah 
sebuah perjungan kelas. Perjuangan kelas untuk kemudian menciptakan sebuah 
masyarakat egaliter, dalam pandangan Hasan Hanafi, yakni kehidupan masyarakat 
yang menempatkan semua anggota warganya pada posisi yang setara. Jadi dari 
perjuangan kelas Nabi ini kemudian nabi harus mendapat perlawanan dari para kafir 
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Quraisy.  Ashgar Ali Engenineryng juga berkata faktor ekonomilah yang menjadikan 
Muhammad Saw kemudian diperangi selama di Makkah.41 
Setelah nabi Muhammad saw ke Madinah pada tahun 622 M, melihat situasi 
kota Madinah yang begitu banal dan penuh dengan ketidak adilan. setelah memlalui 
skema persuasive dan diplomasi bersama para pemuka suku dan pemuka agama di 
kota Madinah. Piagam Madinah kemudian dibentuk dengan selain untuk mengatur 
kepentingan kelompok suku-suku dan agama-agama yang ada. Piagam Madinah juga 
dijadikan sebagai prinsip-prinsip keadilan social masyarakat pada saat itu berupa 
larangan atas perilaku Riba maupun akumulasi kekayaan dengan cara yang batil. 
Seperti yang tertera pada Pasal 13 Piagam Madinah: “orang-orang mukmin yang 
takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu 
secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mikmin, 
kekuatan mereka bersatu untuk menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang 
di antara mereka”42. Begitu juga yang terdapat pada pasal 15. Berkaitan dengan isi 
pasal ini Allah SWT berfirman dalam  (Qs. Al-Maidah : 2) 
                    
Terjemahnya: 
Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan janganlah 
tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.43 
 
Piagam Madinah juga kemudian menganjurkan akan adanya penegakan 
keadilan. Islam yang sarat dan dipenuhi akan nilai-nilai kemanusiaan dengan inspirasi 
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sosial yang mendorong manusia untuk bersosialisasi dengan sesamanya, dan tetap 
konsisten terhadap formulasi “amal shaleh” dilandasi oleh semangat ketuhanan. 
Kehidupan bersosial kemasyarakatan tersebut harus ditegakkan di atas landasan 
keadilan social yang berpegang teguh pada hukum yang ditetapkan. Sebagaimana 
yang termaktub dalam Piagam Madinah pada pasal 34-35, Menurut Zainal Abidi 
Ahmad, pada pasal 34-35, telah menetapkan prinsip persaman terhadap segala orang 
yang menjadi warga negara, baik sekutu maupun pegawai dan pembela44. 
Sebagaimana dalam Firman Allah (Qs. An-Nisa : 135) 
 
                          
        
Terjemahnya:  
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.45 
Bahwa siapapun tanpa melihat ras, suku dan golongan, memiliki hak dan 
tanggung jawab yang sama. Maka dengan ini, keadilan dan etika menjadi landasan 
urgen dalam tatanan masyarakat. Muhammad saw pernah mengungkapkan “Dengan 
berkeadilanlah, langit dan bumi ditegakkan.” Maka penegakan keadilan atau 
pembentukan sistem sosial atas dasar keadilan tidak lepas dari dua hal. (1) didasarkan 
pada ketentuan syariat, dan (2) undang-undang hukum qawanun yang adil46. Dapat di 
tetapkan tersebut dapat ditegaskan bahwa prinsip keadilan menjadi salah satu nilai 
yang diperjuangkan oleh Piagam Madinah. Kepada semuah warga Madinah, baik 
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muslim maupun non-muslim harus diperlakukan secara adil dengan memperoleh hak 
perlindungan dan hak persamaan dalam kehidupan social dan politik. 
Artinya sebagai sesama manusia mendapat hak yang sama untuk mendapatkan 
keadilan. Keadilan bukan hak satu golongan saja, melainkan hak setiap golongan dan 
menjadi sendi social masyarakat Madinah yang menuntut setiap warga negara berlaku 
adil dalam menyelesaikan setiap masalah, seperti yang terdapat pada pasal 2-10. 
Berupa pembayaran diat.47 Secara lebih kongkrit dijelaskan oleh Departemen Agama 
1993, terkait prinsip keadilan dalam isi Piagam Madinah. Bahwa kaum muslim dan 
kaum Yahudi wajib tolong menolong, untuk melawan siapa saja yang memerangi 
mereka dan orang-orang Islam memikul belanja mereka sendiri pula. Kaum Muslim 
dan kaum Yahudi wajib nasehat-menasehati, tolong menolong dan melaksanakan 
kebajikan dan keutamaan.48 
Dengan demikian, Muhammad saw hadir di tengah masyarakat bukan sekedar 
mengajarkan kepatuhan kepada tuhan atas wahyu yang dibawakanyan. Numun juga 
memobilisasi dan memimpin msayarakat Madinah untuk melawan ketimpangan 
sosial. Dalam iklim masyarakat berwatak akar kapitalisme-eksploitatif. Muhammad 
saw bersama kaumnya dan para pengikutnya para kaum tertindas berjuang untuk 
menyuarakan persamaan, persaudaraan, dan keadilan. Maka tidak berlebuhan jika 
kemudian apa yang dikatakan oleh Agus Solim bahwa Muhammad saw sudah 
mengajarkan sosialisme sejak seribu dua ratus tahun sebelum ajaran Karl Marx.49 
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RELEVANSI NASAKOM BUNG KARNO DAN PIAGAM MADINAH 
DALAM KONTEKS INDONESIA  
A. Relevansi pemikiran nasakom Bung Karno terhadap Pancasila 
Secara kronologi proses perumusan Pancasila dapat dipahami sebagai suatu visi 
kebangsaan yang di citacitakan oleh para The Founding Father . Hal ini dapat dilihat 
sebagai peristiwa yang menggambarkan suatu proses akumulasi dari berbagai ide-ide 
yang dituangkan dalam konsep ketatanegaraan dari suatu bangsa yang 
mendambakaan kemerdekaan dan masa depan yang jauh lebih baik. Pidato Bung 
Karno yang di kenal sebagai Indonesia Menggugat, telah menggambarkan bahwa 
Indonesia terbentuk berdasarkan hasrat untuk menolak masa silam dan hasrat untuk 
tidak meneruskan banyak hal yang terjadi di Tanah Air. Di Eropa, manusia 
membentuk sebuah bangsa untuk meneruskan sesuatu yang sudah ada, yakni warisan 
agung yang tumbuh selama berabad-abad silam berupa kesadaran akan hak-hak 
Individu. Di Indonesia, sebagai negara ketiga yang lahir dari hasil jajahan negara-
negara maju, manusia kemudian membentuk suatu bangsa untuk menciptakan apa 
yang belum ada. Sebuah negara yang diisi oleh manusia, bukan sebagai satu negara 
yang diisi oleh para penjajah dan bagsawan local yang memperlakukan rakyat luas 
sebagai anjing dan kerbau yang tak memiliki hak Individu.1 
Dalam pandangan Bung Karno, bangsa yang merdeka adalah yang komposisinya 
multi-etnis dan multirasial tetapi terkait pada kesetiaan atas Tanah Air, dan berjuang 
                                                             




demi kemerdekaan. Hanya saja bangsa yang beragam ini menimbulkan banyak 
konsekuensi dengan menguatnya identitas. Apa yang terjadi di negara ini tampaknya 
tidak lepas dari persoalan semakin menguatnya symbol-simbol identitas social 
masyarakat. Belakangan ini perwujutan dari hal ini menjadikan konflik social, sebut 
saja yang menyangkut konflik horizontal seperti konflik antara Etnis, antara wilayah, 
antara agama, antara penduduk asli dan penduduk pendatang, serta antara pendukung 
tokoh politik tertentu, begitu juga dengan konflik fertikal yang melibatkan antara 
parah buru dan pemerintah. Sampai pada taraf antara para pelajar.2 
Dalam kerangka inilah kita menengok pemikiran Bung Karno sebagai praktek 
nilai dari kesatuan bangasa dan semangat kebangsaan Indonesia. Ini mungkin 
merupakan panggilan jiwa dari seorang Sukarno yang begitu gandrung akan 
Indonesia bersatu. Bung Karno Pun mengajarkan akan hal itu dalam nasakom, seperti 
yang dituliskannya di dalam bukunya “Dibawa Bendera Revolusi”. Bung karno 
kemudian mengutip pendapat Ernest Renan dan Otto Bauwer sebagai berikut  
“Dalam Tahun 1882 Ernest Renan telah membuka pendapat tentang faham 
“bangsa” menurut pujangga ini (kata Bung Karno),  ada suatu nyawa, suatu azas 
akal yang terjadi dari dua hal: Pertama-tama rakyat itu dulunya harus bersama-
sama harus menjalani suatu riwayat; Kedua, rakyat itu sekarang harus mempunyai 
kemauan keingnan hidup menjadi satu. Bukannya jenis ras, bukannya bahasa, 
bukannya agama, bukannya persamaan butuh, bukannya pula batas negeri yang 
menjadikan bangsa itu”.3 
Melihat persoalan actual situasi sosial dan perkembangan politik bangsa maupun 
dunia. Dimulai dari masalah Nansionalisme, persatuan, kemasyarakat dan 
kemerdekaan. hinga menyangkut pembaruan Islam. Mengantarkan Bung Karno untuk 
kemudian melahirkan konsep nasakom. Pemikiran nasakom Bung Karno, sendiri 
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merupakan solusi atas kemerdekaan bangsa. Sebagaimana Nurani Soyomokti dalam 
melihat pandangan Soekarno tentang nasakom. Menurut Soyomukti, nasakom, tidak 
lebih dari sebuah konsep yang digunakan untuk mempersatuakan bangsa yang 
majemuk tanpa ketertindasan dengan berdasarkan pada prinsip keadilan social.4 
Dalam hal ini bahwa Nasakom tidak lain dibangun dengan berdasarkan prinsip-
prinsip kesamaan, persatuan dan keadilan. 
Ketiga ideologi yang terdapat pada nasakom dalam cara pandang Bung Karno, 
diekspresikan untuk membangun bangsa dengan satu kesatuan yang kuat, luas, yang 
dipilari pertama-tama oleh persatuan dan kemudian keadilan sosial yang diperoleh, 
setelah upaya melawan penjajahan (Kapitalisme penjajahan) dan upaya untuk 
merubah situasi social yang tidak manusiawi. Pemikiran Bung Karno ini pertamakali 
dimuat dalam suluh muda, melalui artikel berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan 
Marxisme. Tiga aliran itu, kata Sukarno, merupakan kekuatan utama dalam 
pergerakan kemerdekaan di Indonesia, dalam kerangka melawan kolonielisme, dan 
penyatuan tiga aliran itu menjadi mutlak adanya sebagai pondasi atas pmersatuan 
bangsa, agar tidak terjadi sikap diskriminsai seperti yang dilakukan oleh kelas 
sebagain aristocrat terhadap kalangan bawa. 
Dalam Suluh Indonesia Muda, tahun 1926, Bung Karno sudah mengemukakan 
gagasan Nasakom ini. Nasionalisme, Islam, dan Marxisme, inilah azas-azas yang 
dipegang teguh oleh pergerakan-pergerakan rakyat diseluruh Asia. Inilah faham-
faham yang menjadi rohnya  pergerakan-pergerakan di Asia itu. Rohnya pula 
pergerakan-pergerakan di Indonesia-kita ini.5 Bukan tanpa alasan Bung Karno 
                                                             
4
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mengatakan demikian. Sejak diawal perjuangan kemerdekaan yang dibangun  dengan 
prinsip-prinsip Nasionalisme dan Sosialisme, banyak dipengaruhi dari ketiga 
ketegangan yaitu. Indsche partij, Sarikat Hindia dan PNI yang terhimpun begitu 
fasihnya dalam Indonesia Menggugat yang Nasionalis. (SI) Sarikat Islam dengan 
tokoh-tokoh semisal Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim, dan Soerjopranoto yang 
berhaluan islam.6 dan kemudian ISDV/PKI dengan berideologikan marxisme. 
Meskipun terjadi ketegangan di antara ketiga jergong tersebut. tetapi ketegangan yang 
memanas justru hadir di antara kalangan agamawan (Islam) dan Marxisme (ISDV) 
dalam tubuh sosialisme religious (IS) Sarikat Islam. Setelah beberapa dari tokoh SI 
seperti Samoen, Darsono, memilih berafiliasi dengan Sneevliet,7 yang merupakan 
poros, Marxisme (ISDV), mengakibatkan perselisihan di dalam internal Sarekat Islam 
yang menjadi SI terbagi dalam dua kubu, Sarekat Islam putih dan Sarekat Islam 
merah. 
Bung Karno sendiri mengakui bahwa antara kaum Islam dan kaum marxis tetap 
memiliki perbedaan, khususnya mengenai asasnya. Jika Islam berasaskan 
spiritualisme (Al-Qur’an dan Sunnah), marxisme berasaskan materialisme. Namun 
bagi Bung Karno perbedaan itu tidaklah menjadi halangan, selama cita-citanya adalah 
sama-sama sosialis dan musuhnya sama-sama kapitalis. Bagi Bung Karno, suatu 
negara terjajah dengan tatanan social yang dipenuh dengan kesewenangan dan 
dominasi penindasan, bisa melepaskan diri dari belengguh jahilia itu dengan rasa 
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persatuan dari berbagai perbedaan terbangun. Apalagi ketiga haluan yang menjadi 
landasan perjuangan adalah tiga aliran besar, antara Nasionalis, Islam dan Marxisme. 
Menyadari hal ini Bung Karno mengatakan bahwa ketiga sifat ini (nasionalisme, 
agama dan komunis) tidak boleh saling berseturuan satu sama lain, melainkan ketiga 
haluan ini harus bersatu dalam satu kepentingan dangan menjadi kekuatan yang besar 
untuk melawan imperialis-kapitalis. Sebagaiman Bung Karno berkata. Mempelajari, 
mencari hubungan antara ketiga sifat itu, membuktikan, bahwa tiga haluan dalam satu 
negeri “djadjahan tak guna berseteruan satu sama lain, membuktikan pula, bahwa 
ketiga gelombang yang maha besar dan maha kuat, satu ombak-taufan jang tak dpat 
ditahan terdjangnja, itulah kewajiban jang kita semua harus pikulnja”.8 
Jika dilihat bahwa bahwa Bung Karno merupakan Presiden Pertama Indonesia 
maka relevansi anatar konsep nasakom yang digagas oleh beliau jelas akan memiliki 
hubungan erat dengan Pancasila dan nagara Indonesia. Nasakom sendiri merupakan 
hasil sinkritisme Bung Karno dalam menjiwai ideologi Pancasila, yang lahir tanggal 1 
Juni 1945.9 Pidato Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengariskan lima prinsip dasar 
Pancasila, Pertama, Kebangsaan Indonesia, Kedua Internasionalisme dan 
prikemanusaan Ketiga Mufakat atau demokrasi dan kempat Kesejahteraan Sosial. 
Bung Karno pun menambakan Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia 
merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.10 yang dirasa akan 
membimbing dan memenuhi syarat sebagai dasar Filsafat bagi Indonesia yang 
merdeka. Jika ditelisik lebih dalam apa yang kemudian dibunyikan oleh Pancasila 
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dalam pidatu 1 Juni Bung Karno adalah merupakan buah dari nasakom Bung Karno 
Para-kemerdekaan dan setelah kemerdekaan terutama di antara tahun1959-1966. 
Gagasan-gagasan revolusioner dalam Pancasila adalah hasil dari semangat 
revolusioner dari ketiga ideology besar pra-kemerdekaan ia itu. Nasionalisme, Agama 
(Islam) dan Komunis. Yang bertujuan untuk mencapai suatu kemerdekaan yang 
memiliki arti besar bagi masyarakat berupa pelepasan atas penjajahan dan ketidak 
adilan di Tanah Ibu pertiwi. Begitu juga yang kemudian dijelaskan oleh Peter 
Kasenda. Bahawa kedudukan dan lahirnya Pancasila tidak dapat di lepaskan dari 
semangat dan gagasan Islam modernis, Marxist serta gagasan demokrasi dan 
komunalitas yang berasal dari desa11 Pancasila yang termuat dalam pembuakaan 
UUD 1945 yang menjadi landasan ideologi bangsa Indonesia.  
Bolehlah dikatakan bahwa Pancasila merupakan wujud sinkretisme dari ideologi-
ideologi yang berkembang pada zaman pra-kemerdekaan. Pancasila adalah persatuan 
dari berbagai ideologi yang berkembang dimasyarakat Indonesia untuk menjawab 
kebutuhan akan kemerdekaan dari penjajahan kala itu. Lahirnya Pancasila tidak 
terlepas dari kelihaian sang proklamator Indonesia dalam mencetuskan kelima sila 
didalamnya sebagai pengejawantahan dari berbagai ideologi yang coba ditangkapnya 
dari masyarakat (Nasionalisme, Agama, Komunis).  Pancasila adalah muara dari 
pemikiran Bung Karno yang sejak kecil telah terbiasa dengan berbagai budaya yang 
ia terima secara langsung mempengaruhi cara berfikirnya. Pada masa kecil, Bung 
Karno telah menerima pemikiran mistisme jawa dan islam kejawen dari bapaknya. 
Disamping itu Soekarno kecil juga menerima pemikiran hinduisme dari ibunya.  
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Tetapi juga Pada masa muda ia mulai mengenal pemikiran seperti sosialis-marxis 
yang menjadikannya radikal dan militant dari H.O.S Cokroaminoto, Muso, dll. 
Akhirnya ia mulai belajar tentang pemikiran Islam pada saat ia diasingkan di 
Bengkulu. Melalui kronologi hidupnya tersebut, tidak berlebihan jika kita 
mengatakan bahwa Bung Karno adalah seorang ideolog yang memupuni. Pemikiran 
tentang nasakom yang kemudian bermuara pada sebuah landasan ideologi bangsa 
yaitu Pancasila. Satu Ketuhanan yang maha esa, dua Kemanusiaan yang adil dan 
beradap tiga, persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikma 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan social bagi seluruh 
rakyat Indonesia.12 
Nasionalisme dalam ejawantahan Nasakom Bung Karno di sebut sebagai titik 
tolak penjiwaan berdikari (Berdikari di atas kaki sendiri), inilah salah satu ajaran 
Bung Karno yaitu TRISAKTI yang juga menghidupi nasakom Bung Karno. Triskti 
sendiri pertama kali dikenalkan bung Karno pada 1965 dalam sebuah pidato dengan 
dengan judul Berdikari. Trisakti yang dimaksud Bung Karno sendiri terbagi dalam 
tiga farina. Pertama Berdaulat dalam politik. Kedua Berdikari di bidang Ekonomi dan 
ketiga Berkepribadian dalam Kebudayaan. Secara garis besar tiga konsep dalam 
Trisakti ini membahas tentang asa persatuan Nasionalisme dan kedaulatan bangsa dan 
negara hal ini kemudian sejalan dengan butir ke-3 (tiga) pada Pancasila.  Sukarno 
sendiri yakin bahwa Pancasila dan Nasakom merupakan jalan tengah pemersatu antar 
kalangan dan golongan dalam konteks masyarakat majemuk. Sebagaimana dikatakan 
sendiri oleh bung karno bahwa konsep Nasionalis nasakom, dimana nasionalisme itu 
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iyalah suatu iktikad; “suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu adalah satu 
golongan satu bangsa”.13 
Pada dasarnya salah satu prinsip yang terdapat dalam nasakom iya itu agama, 
bukan hanya dijadikan Bung Karno sebagai sebuah pisau untuk menelanjangkan 
ketidak adilan dan kesewenang-wenangan, yang di tuliskannya dalam bukunya Di 
Bawah Bendera Revolusi (DBR), ia kemudian menulis salah satu topik yang berjudul 
“me-mudahkan Pengertian Islam” Marilah kita memerdekakan kita punya roh, kita 
punya akal, dan kita punya pengetahuan. Hanya dengan roh, akal dan pengetahuan 
yang merdekalah kita bisa mengerjakan yang sempurna. Dalam tulisan itu juga Bung 
karno mengutip Farid Wadjdi sebagai berikut “Agama Islam hanyalah dapat 
berkembang betul, bila mana umat Islam memperhatikan benar-benar tiga sendi 
utama yakni kemerdekaan roh, kemerdekaan akal dan kemerdekaan pengetahuan”.14 
Tetapi juga sebagai sebuah konsep pemersatu dalam keberagaman beragama. Hal 
ini sejalan dengan butir 1 dan butir ke-4 pada pancasila dan 5 butir pancasila 
kemudian diperasa seperti apa yang dilakukan oleh Bung Karno akan melahirkan 
makna dari “Gotong Royong” 15.Dalam konteks keberagaman agama Bernard Dahma 
seorang peneliti dari Jerman yang kemudian meneliti terkait tentang Indonesia 
mengatakan. Kalangan agama dan kalangan sosialisme (Marxisme). Menurut 
Soekarno dalam semangat Pancasila dan Nasakom saya yakin kaum Marxis agar 
menerima prinsip ketuhanan. Lalu saya yakinkan kubu Islam, bahwa ajaran marx 
adalah analisis jitu untuk memberi kita instrumen untuk mencapai keadilan social. 
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Kalau mereka mau menerima Pancasila demi kepentingan nasional. Dilain tempat 
bung karno juga kemudian menekankan hadirnya sifat toleransi di antara utam 
beragama.  
Dikatakan olehnya pada saat pergolakan pemikiran antara dirinya dengan Natsir. 
Bahwa “barang siapa menganjurkan agar hukum Islam dijadikan uokum negara 
“katanya” dalam suatu konteks lain harus kemudian memikirkan juga umat umat 
Kristen dan umat lainnya.16 Dasar ketuhanan pada butir pertama pada Pancasila, 
ketuhanan yang Maha Esah menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita 
untuk menyelenggarakan segala yang baik, dan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa 
tidak hanya dasar hormat menghormati agama masing-masing melainkan pula 
menjadikan dasar yang memimpin kejalan kebenaran, keadilan, dan kejujuran17. 
Dalam pahaman ini bahwa soekarno kemudian menerima akan adanya kemajemukan 
masyarkat Indonesia. Serta meyakini bahwa tidak ada halangan yang penting bagai 
sebuah persahabatan dalam sebuah toleransi18. Sementara nilai-nilai Komunis 
sosialisme kemudian terdapat dalam Prinsip ”Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 
Indonesi. 
Penulis juga kemudian melihat konteks Indonesia yang kini di tengah menghadapi 
model penjajahan gaya baru atau meminjam istilah Sukarno-neokolonialisme. 
Berbeda dengan kolonialisme lama yang menuntut ada penguasaan langsung maka 
Naskom Bung Karno masi cukup relevan sebagai sebuah konsep perlawanan terhadap 
sistem kapitalisme dan ketidak adilan.  kolonialisme baru ini menggunakan bentuk 
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halus seperti tekanan ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Dengan skema politik etis 
setelah Indonesia ikut bergabung dalam kesatuan IMF International Montary Fund 
(Bang Dunia) untuk menghidari krisi ekonomi yang melanda Indonesia 1997-1998. 
Dengan melalui regulasi. Seperti pada uu no 20 tahun 2001, UU No 25 tahun 2017.19 
Hal ini menyebabkan Indonesia kehilangan kedaulatan politik, kemandirian 
ekonomi, dan kepribadian nasional. Hampir semua kebijakan politik pemerintah 
didikte dari luar, oleh pemerintah dan lembaga asing. Sementara di lapangan 
ekonomi, sebagian besar sumber daya dan kekayaan nasional dikuasai oleh korporasi 
asing. Identitas dan kepribadian nasional kita dihancurkan oleh serbuan gaya hidup 
individualis dan konsumeristik. Itulah persoalan pokok bangsa sekarang. Adalah 
tugas kita, seluruh bangsa Indonesia, baik nasionalis, agamis, maupun sosialis, untuk 
bersatu-padu melawan neokolonialisme itu. Dan inilah tugas nasional kita sekarang 
ini: mengusir neokolonialisme dan memperjuangkan tegaknya Trisakti. Untuk 
menjawab persoalan bangsa itu, mutlak ada persatuan nasional. Entah apapun 
namanya, yang jelas, semua kekuatan nasional, baik nasionalis, agamis, maupun 
sosialis, harus bersatu-padu mengakhiri neokolonialisme itu. 
Malahan, persatuan yang dibutuhkan sekarang harus lebih luas dari cakupan 
aliran politik saja, tetapi menjangkau semua sektor sosial yang terkena dampak 
proyek neoliberalisme di Indonesia. Bukan hanya sektor sosial yang dimiskinkan, 
seperti buruh, petani, rakyat miskin perkotaan, masyarakat adat, tetapi juga sektor 
yang dirugikan seperti pelaku industri local dan nasional. Dari relevansi kedua 
konsep ini terhadap konteks Indonesia kekiniaan, maka pentingnya akan kesadaran 
pluralitas dari bangsa Indonesia, karena bagaimanapun bangas Indonesia adalah 
                                                             
19
 Syamsul Hadi, dkk, Kudeta Putif Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam 
Ekonomi Indonesia (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012), h, 1-2 
73 
 
bangsa yang majemuk, dan memang harus diperlakukan dan diperjuangkan sebagai 
bangsa yang majemuk pula. Setiap upaya untuk mengurungnya dalam sekat-sekat 
idologis, politis atau agama hanya akan melahirkan malapetaka.20 
B. Relevansi Piagam Madinah terhadap UUD 1945 
Membincang tentang Piagam Madinah, hal itu kemudian berawal dari masa 
rasulullah Saw, dalam memimpin Yatrib yang nanti berganti nama menjadi Madinah. 
Didalam sejarah lahirnya Piagam Madinah, diawali dengan masa pergerakan 
rasulullah dalam mengemban tugas kerasulannya dalam menegakan ajaran Islam 
secara sembunyi-sembunyi yang berawal dari kota Mekkah. Pada waktu itu jumlah 
dari kalangan muslim tercatat masih relatif kecil. Baru pada akhir tahun ketiga dari 
awal kenabian, nabi mulai menyiarkan agama dengan cara terang-terangan, yang 
kemudian berakibat makin meningkatnya permusahan dan peperangan oleh orang 
kafir Mekkah terhadap kelompok rasulullah.21 Sebagimana sudah dijelaskan pada bab 
sebelumnya. Kemudian pada tahun kesebelas dari permulaan kenabian, terjadilah 
suatu peristiwa yang tampak sederhana tetapi sekaligus menjadi awal lahirnya suatu 
era baru bagi Islam dan dunia pada umumnya, yakni dengan perjumpaan nabi di 
Aqabah, dengan enam orang suku Khazraj dari Yastrib, yang datang ke Mekkah 
untuk menunaikan ibadah haji. 22 
Secara garis besar menurut Syuthi Pulungan bahwa kelahiran piagam Madinah 
kemudian didasari dari Nas-nasa al-Quraan dan hasil pemikiran nabi Muhammad 
setelah melakukan pertemuan dan negosiasi dengan tokoh-tokoh dari kalangan suku 
                                                             
20
 Dr.Baskara T. Wardaya, SJ, Bung Karno Menggugat (Yogyakarta: Galangpress, 2008), h. 
297. 
21
 H. Munawir Sjadzali, M.A, Islam Dan Tata Negara (Jakarta: UI-Press, 1993), h. 8. 
22
 Bai’at Aqabah, oleh kalangan sarjana dan kebanyakan pemikiran Politik Islam. Merupakan 
sebagai batu pertama dari bangunan negara Islam. Baik Bai’at Aqabah, Pertama, maupun Bai’at 
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dan agama lainnya23. Selain itu nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quraan yang 
masih bersifat Universal maka Nabi Muhammad kemudian membentuk Piagam 
Madinah yang bersifat lebih parikulir dan berdasarkan kebutuhan social 
kemasyarakatan kota Madinah. Dengan demikian, Muhammad Saw telah 
menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang benar-benar baru dan pemerintahan 
local yang Independent, yang didirikan atas dasar pandangan wahyu Tuhan dan 
kenabiannya, dituangkan dalam Piagam Madinah.24 Tentang waktu pembentukan 
perjanjian itu (Piagam Madinah) sendiri, Montgomery Waat memberi informasi 
bahwa Wellhausen berpendapat pembentukan Piagam Madinah itu terjadi sebelum 
perang badar dilangsungkan. Sementara menurut para ahli sejarah belum cukup dua 
tahun Nabi menetap di Madinah beliau mempermaklumkan suatu piagam yang 
mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan 
komponen-komponen masyarakat yang mejemuk di Madinah. Piagam itu kemudian 
diberi nama sebagai Piagam Madinah.25  
Masyarakat di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw di madinah itu dapat 
disebut sebagai negara dan Nabi Muhammad saw merupakan kepala negaranya, dan 
Piagam Madinah sebagai atauran ataupun undang-undangnya. Terlepas dari 
perdebatan para ahli tentang penyebutan dari Piagam Madinah sebagai sutau 
konsitusi ataupun perjanjian. Piagam Madinah yang mengakui akan hak kebebasan 
beragama, berkeyakinan, kebebasan berpendapat, dan kehendak umum masyarakat 
madinah supaya keadilan terwujudkan ditengah masyarakat serta mengatur setiap 
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kehidupan masyarakat pada saat itu. Juga menetapkan pembentukan persatuan dan 
pemersatuan pada saat itu maka Piagam Madinah kemudian di sebut sebagi konsitusi. 
Karena terdapat prinsip-prinsip mengatur kepentingan umum.26 
Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, penghunian 
ekonomi, budaya, politik dan agama di Jazirah Arab begitu majemuk. Dalam hal 
agama kemudian dapat terlihat adanya keragaman di dalam kota Madinah, pada awal 
disusunnya Piagam Madinah tercatat ada beberapa komunitas keagamaan di 
Madinah, komunitas itu jauh akan lebih beragam jika dilihat dari kawasan yang lebih 
luas yakni Jazirah Arab. Di indonesia sendiri pada waktu pembentukan UUD 1945 
sebagai konsitusi negara oleh para pejuang bangsa kita. Agama yang kemudian dianut 
oleh para pribumi Indonesia sewaktu itu begitu beragam dan bermacam-macam, 
namun yang perlu kemudian di perhatikan bahwa Islam kemudian menjadi agama 
yang dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Mengetahui adanya kemajemukan 
dalam locus berlakunya kedua konsitusi tersebut maka kemungkinan terdapat adanya 
relevansi antara Piagam Madinah dan UUD 1945. 
Dalam konteks keindonesiaan sendiri yang penduduknya mayoritas memeluk 
agama Islam. Islam dan keindonesiaan, serta kemanusian harus kemudian diletakan 
dalam satu nafas. Jika dilihat dari perspektif sejarah masa awal, Islam sebagai pesan 
langit terakhir dalam rentang waktu yang relative singkat telah berhasil mendapatkan 
bumi yang beragam penduduk dan kulturnya, Sekitar 100 tahun sepeninggalan Nabi, 
Agama ini telah membuana dengan kecepatan tinggi, dipeluk oleh berbagai bangsa 
dan suku yang sangat bervariasi dengan latar belakang sejarahnya masing-masing. 
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Islam selalu masuk ke sebuah kawasan yang secara kultur tidak kosong dan hampa, 
tetapi sudah sarat dengan berbagai sistem nilai dan kepercayaan.27 
Dari hal ini kemudian kita akan melihat bagaimana Islam sebagai kebudayaan 
atau sebuah sistem tata nilai yang Universal berubah menjadi budaya yang-kurang 
lebih Indonesia atau bias dikenal dengan pendapat Mengindonesiakan Islam, halini 
dilihat dari ciri Islam –ciri Islam yang terbuka dan otentik. Selain dari ciri Islam yang 
bersifat terbuka dan otentik, ada satu hal yang juga perlu mendapat penekanan lebih. 
menurut Kuntowijoyo. Hal yang kemudian perlu mendapat penekanan bahwa Budaya 
Islam adalah cosmopolitan, artinya Islam adalah budaya yang merangkung atau 
mengatasi budaya-budaya local, religious dan nasional. Islam mengatasi budaya-
budaya kesukuan dan kenasionalan ketika Islam masuk ke Indonesia ternyata ada 
beberapa proses yang meng- Indonesiakan28.  
Sebab sebuah ajaran wahyu yang bersifat transendental dan ingin dilaksanakan 
kedalam realita harus mempertimbangkan suasana lokal dengan penuh kearifan. 
Lingkungan ruang dan waktu harus dibaca secara cermat bagi berhasilnya sebuah 
ajaran, sebab ajaran bukannya dinyanyikan, melainkan untuk dijadikan pedoman bagi 
manusia karena kekuatan akal semata tidak memadahi untuk memecahkan masalah-
masalah kemanusiaan yang tidak sederhana. Seperti yang tuliskan oleh Azyumardi 
bahwa agama, termasuk Islam, juga mengandung simbol-simbol sistem social-
kultural yang memberikan suatu konsepsi tentang realitas dan rancangan untuk 
mewujudkannya. Tetapi simbol-simbol yang menyangkut realitas ini tidak selalu 
harus sama dengan realitas yang terwujud secara riil dalam kehidupan masyarakat. 
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Dalam pahaman ini agama dipahami sebagai suatu “Sistem Budaya” (cultural sistem) 
sebagaimana didefinisikan Clifford Geertz.29 
Sejalan dengan apa yang dilakukan nabi dengan membentuk sebuah konsitusi 
yang disebut Piagam Madinah sebagai langkah pemersatu umat, golongan dan bangsa 
dalam menciptakan sebuah hubungan kemanusiaan yang adil dan sejatra. Dengan 
mengakumodir setiap kepentingan yang ada tanpa melihat dari ras, suku agama dan 
golongan. Dalam UUD 1945 kita juga dapat menemukan apa yang kemudian telah 
dilakukan nabi Muhammad Saw pada 622 M silam. Semangat kosmopolitan yang 
terdapat dalam Piagam Madinah juga terdapat pada UUD 1945 dalam konteks 
masyarakat Indonesia yang multi-etnis. Sebagaimana kemudian diuraikan oleh 
Ahmad Sukardja sebagai berikut. Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit memuat 
pokok pemikiran persatuan (Nasionalisem) dan juga pada pasal 1 ayat (1) UUD 
kemudian berbunyi “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk 
repoblik” dalam mukadimah Piagam Madinah pokok pikiran pemersatuan tersirat di 
dalam kata Mukminin dan Muslimin “dan yang mengikut, dan bergabung bersama 
mereka”. Di dalam pasal Piagam Madinah pokok-pokok prinsip persatuan dan 
kesatuan (Nasionalisme) terdapat pada pasal 25, yang berbunyi ”Kaum Yahudi dan 
bani “Awf adalah satu umat dengan kaum mukmin …”. Terkait tentag pasal 25 dalam 
Piagam Madinah Montgomery Watt kemudian berkesimpulan bahwa Yahudi 
merupakan satu umat bersama kaum Muslim. Perlu ditambahkan bahwa orang 
musyrik Madinah yang tidak memusuhi Nabi termasuk di dalam Ahl hazihi al-
sahifah.30 
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Selain itu relevansi yang kemudian terdapat ditemukan dari Piagam Madinah 
terhadap UUD 1945. Bahwa dalam prinsip perdamaian yang terdapat pada pasal 17 
dan 45. Pada pasal 17 sendiri, perdamaian yang dilakukan mukmin itu satu, artinya 
kemudian harus didukung oleh semua mukmin. Dalam pasal 45 menetapkan ajakan 
perdamaian perlu disambut dengan perdamaian yang di sepakati harus di patuhi. 
Relevansi tentang pokok-pokok perdamaian dalam Piagam Madinh dalam UUD 
1945. Tertera pada butir ke 4 pada pembukaan UUD, dinyatakan bahwa negara 
Indonesia “… ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan social….”. begitu juga pada pasal 11 UUD bahwa 
presiden dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat menyatakan perang, 
membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 
Piagam Madinah juga terdapat paham ke-Taohidan. Dalam UUD pun demikian, 
seperti yang diingatkan oleh Deliar Noer, suatu persamaan tidak selamanya bersifat 
serupa. Ketauhidan dalam Piagam Madinah begitu jelas, iya itu kepada Allah. swt. 
Sementara UUD hal itu kurang tegas, karena masih memungkinkan penafsiran lain 
selain Allah swt. Yang jelas serupa keduanya menganut konsep monoteisme. 
Kesamaan dalam ber-Tuhan itu diserukan oleh Muhammad Saw. Kepada golongan 
Yahudi dan Nasarani. Analogi dan kesamaan ini, Kalimat Sawa’in ¸(kata yang sama) 
yang secara politis, menjadi titik temu sekaligus disepakati oleh golongan Islam dan 
Kristen dalam rumusan UUD 1945.Yang selanjutnya diterima oleh golongan lainnya. 
M. Quraish Shihab mengemukakan, kita bersyukur bahwa dalam negara pancasila 
kita telah menemukan kata sepakat. Yakini bahwa semua warga negara Indonesia 
telah menerima Pancasila sebagai Pedoman.31 
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Dalam konsep keadilan Piagam Madinah meletakannya sendiri pada pasal 2-10. 
Pelaksaanan pembayaran diat dan tebusan tawanan dilakukan dengan baik dan adil. 
Dalam konstitusi UUD memang tidak secara Implisit kemudian di jelaskan tentang 
konsep keadilan, namun jika menelisik lebih jauh dalam pasal 9 UUD dicantum 
kalimat sumpah atau janji Presidan dan Wakil presiden yang di dalamnya tertulis “… 
akan memenuhi kewajiban Presiden republik Indonesia (Wakil Presiden Indonesia) 
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya….” Dari uraian diatas dapat diketahui 
bahwa adanya kemudian relevansi antara Piagam Madinah dan UUD 1945. Selain 
karena kompleks masyarakat Madinah yang multi-etnis begitu juga dengan konteks 
Indonesia dengan masyarakat majemuknya maka tidak dapat dipungkiri bahwa 
relevansi antara Piagam Madinah dan UUD 1945 sebagai sebuah konsitusi jelas ada. 
Di lain tempat Ahmad Sukardja menguraikan relevansi antara prinsip-prinsip 
Piagam Madinah dan UUD 1945, secara lebih gamblang yang ia bagi dalam beberapa 
bagian di antaranya terkait Monoteisme, dalam Piagam Madinah konsep tauhid 
terkandung dalam Mukadimah. Pasal 22, 23, 42, dan di akhir pasal 27 sementara pada 
UUD 1945 terdapat pada pasal 9 dan pasal 29. Dalam semangat Nasionalisme, 
persatuan dan kesatuan dimuat dalam Pasal 1, 15, 17, 25, 37 dan alam UUD 1945 
termuat pada pasal 1 ayat 1, pasal 35 dan 36. Dalam taraf keadilan dan persamaan, 
kemudian di uraikan dimuat pada pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, dan 37, serta 40, dan 
pada posisi untuk membela negara dan persatuan tertera pada Pasal 24, 37, 38, dan 
44, dalam Piagam Madinah sendiri sementara dalam UUD 1945 termaktub dalam 27, 
31, 33, 34 dalam bela negara terdapat pada pasal 3032. 
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Adapun relevansi subtansial Piagam Madinah terhadap konsitusi negara Indonesia 
UUD 1945 adalah menjaga stabilitas politik dalam rangka menjalankan dan 
mematuhi konsitusi secara bertanggung jawab Inilah kemudian cita-cita yang 
dibangun oleh Islam, untuk semua orang “Rahmatan Lilalamin”.33 Dikatakan oleh 
Watt bahwa Piagam Madinah “kesatuan politik tipe baru” (Political unit a new tipy). 
Demi terwujudnya kedamaian dan keadilan serta kesejahtraan. Lagi pula prinsip-
prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah itu dapat dikatakan suatu ide 
revolusioner untuk zamannya. Dari tinjauan modern ia dapat diterima sebagai sumber 
inspirasi untuk membenggun masyarakat majemuk. Fazrul Rahman juga kemudian 
mengemukakan, siapapun yang memepelajari kehidupan Nabi (peninggalanya anatar 
laian Piagam Madinah), tidak dapat tidak pasti akan terkesan oleh watak spiritual, 
Nasionalisme dan penegakan keadilan serta keterampilan politik, suatu hal yang luar 
bisa dalam kepemimpinan umat manusia. Watak spiritual, nasionalisme kebangasaan 
dan sikat gandrung akan keadilan ada dan melekat pada diri tokoh-tokoh bangsa 
Indonesia dan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah beragama Islam dan 
terlibat dalam pembentukan UUD 1945. 
C. Persamaan dan Perbedaan pemikiran nasakom Bung Karno dan Piagam 
Madinah 
Untuk melihat persamaan visi di antara konsep Nasakom Bung Karno dan Piagam 
Madinah serta perbedaan antara pemikiran nasakom Bung Karno dan Piagam 
madinah terlebih dahulu penulis menilai harus mengetahui factor-factor 
mengawalinya kemunculan kedua konsep tersebut. Dengan melihat pada faktor 
sejarah seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Artinya bagimanapun awal 
                                                             
33
 Kuntowijowo, Muslim Tanpa Masjid (Bandung: Mizan Media Utama MMU, 2001), h. 265. 
81 
 
kelahiran serta isi dari kedua konsep ini tidak bisa kemudian dipisahkan dari setting 
sosial, serta ruang dan waktu. Sebab hal-hal itu merupakan bagian dari masa lalu 
yang menjadi indikator akan lahirnya kedua konsep ini. dari sinilah penulis menilai 
akan menganalisis adanya dan persamaan dan perbedaan di antara kedua konsep ini.  
Adapaun factor-faktor penyebab tersebut adalah sebagi berikut.  Pertama. 
Bahawa Piagam Madinah telah ada jauh sebelum sejak 622 Masehi, jauh sebelum 
konsep Naskom Bung Karno itu lahir. Kedua, bahwa Konsep Nasakom Bung Karno 
adalah murni dari sebuah kajian pemikiran terhadap ketiga ideology besar yang 
berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Sementara Piagam Madianah adalah buah 
pemikiran dari Muhammad Saw dan berdasarkan pada petunjuk Allah Swt. Ketiga 
pemikiran Nasakom Bung Karno hanya sebuah konsepsi atau gagasan ataupun 
sebuah ide sepihak yang tidak aplikatif secara rinci. Sedangkan Piagam Madinah 
berbentuk perjanjian atau kesepakatan tertulis yang menjadi sebuah konsitusi yang 
mengikat. sebagai mana telah di jelaskan pada bab III. 
1. Persamaan visi Naskom Bung Karno dan Piagam Madinah 
Melihat persoalan situasi sosial dan perkembangan politik bangsa Indonesia 
maupun dunia. Dimulai dari masalah Nasionalisme, persatuan, kemasyarakat dan 
kemerdekaan. hinga menyangkut pembaruan Islam. Dan hadirnya bentuk penjajahan 
dan ketidak adilan sosial. Mengantarkan Bung Karno untuk kemudian melahirkan 
sebuah gagasan pemikiran Nasakom. Pemikiran Nasakom Bung Karno, sendiri 
merupakan solusi yang ditawarkan atas kemerdekaan bangsa. Sebagaimana Nurani 
Soyomokti dalam melihat pandangan Soekarno tentang nasakom. Menurut 
Soyomokti, nasakom, tidak lebih dari sebuah konsep yang digunakan untuk 
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mempersatukan bangsa yang majemuk tanpa ketertindasan dengan berdasarkan pada 
prinsip keadilan social.34 
Nasakom merupakan akronim dari Nasionalis, Agama dan Komunis. Pada 
awalnya Nasakom dinamai “Nasi Marx” kepanjangan dari (Nasionalisme, Islam, dan 
Marxis). Gagasan Bung Karno dimuat dalam majalah Indonesia muda, lalu menjadi 
“Nasios” dan baru kemudian Nasakom. Pemikiran ini muncul berdasarkan 
pengalaman intelektualnya, dengan beberapa tokoh atau pemimpin baik dari 
pimpinan atau tokoh-tokoh Komunis-Sosialis, Islam dan Nasionalis.  Pergaulannya 
dengan  komunis atau sosialis internasional, misalnya paman Ho (Ho Chi Minh) dari 
Vietnam, komunis Yugoslavia, Josep Broz Tito, komunis RRC, Mao Zedong, 
Sosialis Gamal Abdul Nasser dari Mesir dan lain-lainnya.35 
Sebagaimana sebelumnya dijelaskan bahwa Nasakom merupakan sebuah 
pemikiran dari presiden pertama Indonesia Bung Karno, yang dijadikan sebagai 
gagasan pemersatu Indonesia dalam melawan penjajahan dan penindasan tanpa 
melihat melihat perbedaan ras, suku maupun agama. Setelah Indonesia merdeka 
Naskom kemudian digemakan dengan tujuan untuk membangun dan melanjutkan 
revolusi Indonesia yang belum selesai dengan berdasarkan pada Pancasila di tahun 
1965. Dalam kasus Indonesia pada pra-kemerdekaan nasionalisme dipahami sebatas 
ideologi perlawanan terhadap sistem penjajahan dan penindasan. Seperti yang 
dituliskan Bung Karno dalam Indonesia Menggugat yang berbunyi : “nasionalisme 
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adalah milik yang berharga yang memberi kepada suku bangsa tenaga untuk 
mempertahankan kehidupan.36  
Jika dilihat Islam yang dipahami Bung Karno banyak terpengaruh oleh para 
pemikir timur seperti di ketahui bahwa kiblat pemikiran Bung Karno terkait Konsep 
Nasakom tentang Islam lebih di fokuskan ke tokoh-tokoh Islam Mesir, seperti Sekh 
Jamaludin Al Afgahni, Muhammad Abdu,37 sebagaimana sudah di jelaskan pada bab 
sebelumnya. Telah mempengaruhi pemikiran Bung Karno dengan memberikan 
penyajaran sikap toleransi antara Islam dan komunis. Sabab bagi Bung Karno Marx-
komunis (sosialiema) merupakan suatu sistem nilai ekonomi social pan politik, yang 
menjadi sebuah analisi social dan kajian sosiologi dengan dengan maksud untuk 
menelanjangkan sebuah bentuk penjajahan dan penindasan. Begitu juga dengan Islam 
dalam pandangan Bung Karno adalah sebuah ajaran yang menolak adanya 
penindasan dan kezoliman.  
Namun yang harus diketahui bahwa sosialisme yang dipahami oleh Islam bukan 
hanya sekedar pandangan-pandangan sempit tentang politik dan ekonomi, tetapi 
paham tersebut merupakan filsafat atau cara berpikir secara menyeluruh dan terpadu 
dengan ciri-ciri khas tertentu. Sebagaimana Islam tidak hanya sekedar mengatur 
masalah adat istiadat, dan upacara-upacara keagamaan saja tetapi Islam mencakup 
tata aturan hubungan antara manusia dengan manusia, disamping terkandung 
didalamnya ajaran akidah dan peribadatan.38 Dalam pandangan ini An-Nadwi melihat 
bahwa paham sosialisme merupakan sistem nilai tersendiri yang tentunya beda 
dengan sistem nilai pada sosialisme Islam.  
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Sebagaimana sudah menjadi rahasia umum kelompok Marxis yang lantang 
menentang agama dengan mengatakan agama adalah candu masyarakat. Maka hal ini 
menjadi pertentangan antara eksistensi Agama (Islam) dan komunis sendiri. Hal yang 
sama juga, antara eksistensi komunis dengan Nasionalisme, dimana Komunisme 
tidak menginginkan batas-batas suatu negara, namun lebih pada kesadaran 
internasional, sementara Nasionanalisme menginginkan sebuah batas teritorial 
sebagai ukuran kesadaran nasionalisme suatu bangsa dalam satu Negara. 
Dalam Piagam Madinah sendiri juga menetapkan adanya pembentukan persatuan 
dan kesatuan (Nasionalisma) setiap warga sebagai mana di kutip oleh H. Zainal 
Abidin Ahmad dalam Piagam Nabi Muhammad SAW.  Bahwa pasal 1 yang 
berbunyi, “Sesungguhnya segenap mereka warga negara) adalah satu bangsa-
negara (ummat), bebas dari pengaruh dan kekuasaan) manusia lainnya”, dengan 
maksud bahwa perkataan “ummat” memeliki pengertian untuk membongkar pola 
hidup dan paham bersuku-suku dan berkabilah- kabilah yang sangat memecah belah 
masyarakat seperti yang sudah dijelaskan di atas.  Selain itu juga untuk mejaga kota 
Madinah dari serangan dari dalam maupun dari luar Madinah. 
Setelah seluruh masyarakat Islam di kota Madinah menyatakan untuk bernegara, 
yang dipimpin oleh rasulullah Saw. Maka untuk melindungi seluruh waraga 
masyarakat madinah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dengan 
mempertimbangkan perbedaan suku, dan agama yang berbeda maka rasulullah 
mengeluarkan piagam Madina sebagai landasan  yang menghimpun seluruh 
kepentingan warga Madina, baik muslim yahudi dan suku-suku lain. Sebagaimana 
salah satu pasal piagam Madina  “ pasal 25 piagam madina “ sebagai satu kelompok, 
Yahudi Bani “Auf hidup berdampingan dengan kaum muslim. Kedua pihak memiliki 
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agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri masing-
masing”. 39 
Terkait tentang kota Madinah dibawa kpemimpinan nabi, salah satu tokoh Islam 
Farabi berpendapat bahwa masyarakat pada kota Madinah berada pada posisi 
masyarakat sempurnah sebab merupakan dari gabungan banyak bangsa dalam hal ini 
suku-suku yang sepakat untuk bergabung dan saling membantu serta bekerja sama.40 
Dalam piagam madinah juga terdapat prinsip-prinsip ketentuan umum, untuk 
mengatur masyarakat dan pemerintah dalam hal keadilan dan kebebasan beragama. 
sebagai wadah persatuan dalam masyarakat majemuk. dalam peradaban modern istila 
ini kemudian di kenal dengan nama Konsitusi.41  
Terpeliharanya persatuan dan kesatuan merupakan dambaan sekaligus tantangan 
bagi negar-negara modern, termasuk juga Indonesia. Ia selalu diupayakan agar tetap 
terpelihara dengan baik. Disinilah penulis melihat adanya persamaan antar pemikiran 
Naskom Bung Krano dan Piagam Madinah. Bagaimanapun tidak dapat disangkalkan 
lagi bahwa konsep naskom Bung Karno lahir di tengah-tengah ketegangan ketiga 
ideology yang saling bertentangan baik sebelum kemerdekaan dan setelah 
kemerdekaan. Sementara Piagam Madinah juga dibentuk dalam konteks masyarakat 
yang multi-etnis. kedua konsep ini juga lahir guna membentuk sebuah persatuan dan 
kesatuan, serta menerima akan adanya konteks kemajemukan dan menolak akan 
adanya penidasan serta salingi memberi saran dalam hal untuk menciptakan sebuah 
kesejahteraan dari satu negara. 
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 Sebagaimana di jelaskan J, Suyuthi Pulungan dalam bukunya, pada passal 37 
yang meyatakan “dan di antara mereka saling memberi saran dan nasehat yang baik 
dan berbuat kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa”.42 Dapat dilihat bahwa dari kedua 
pandangan ini baik pemikiran Nasakom Bung Karno maupun Piagam Madinah 
keduanya menolak  akan adanya kesewenang-wenangan penindasan. Sebagiamana 
juga telah dianjurkan oleh Allah Swt untuk menegakkan keadilan yang termaktup 
dalam Q.S An-Nahal : 90 sebagai berikut:  
 
                            
                    
Terjemahnya:  
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran.43 
 
ANALISA TABEL TERHADAP PERSAMAAN KONSEP NASAKOM BUNG 




Dari segi kebangsaan atau nasionalisme, konsep nasakom Bung Karno maupun 
Piagam Madinah sama-sama menerima adanya perbedaan dalam konteks 
masyarakat majemuk serta menghendaki akan hadirnya persatuan dan kesatuan. 
2. Dari sisi keadilan social keduanya juga sama-sama menolak adanya kesewenang-
wenangan dan penidasan, dari salah satu golongan terhadap golongan lainnya, 
sebagaimana nasakom yang menolak akan adanya penjajahan, kapitalisme dan 
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imperialisme. Piagam madinah juga menolak akan adanya pengumpulan harta 
dengan cara yang batil dan ribah. 
3 Dalam hak bahwa keduanya juga sama-sama menerima kesaman hak diantara 
golongan. Serta keduanya lahir di tengah-tengah tonteks masyarakat mejemuk 
atau multi kultur. 
 
2. Perbedaan antara pemikiran Nasakom Bung Karno dan Piagam Madinah 
Tercatat setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 agustus. Di tahun 1959 pada 
masa demokrasi terpimpin, setelah kebuntuhan dari sistem demokrasi parleman. 
Dibentuklah demokrasi terpimpin. Di tahun yang sama dengan dikeluarkan degi 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959. nasakom kembali dikumandangkan oleh Bung Karno. 
Selain nasakom trisakti dan resopim juga dikumandangkan. Dimana bung Karno 
memberi penekanan kepada gagasan nasakom ini, hal ini dapat dilihat dalam makna 
nasakom itu sendiri, bahwa PNI (untuk Nasionalis), NU (untuk Agama) dan PKI 
(untuk Komunis) agar dapat sama-sama berperan dan bergandengan dalam 
membangun sistem pemerintahan pada faseh demokrasi terpimpin. Meskipun 
gagasan Nasakom dianggap sebagai ilham pemikiran Bung Karno yang turut 
memberikan konstribusi atas perjungan kemerdekaan dan pemersatu bangsa, namun 
ada beberapa hal dari gagasan tersebut masih terdapat kelemahan-kelemahan 
mendasar, baik dari aspek teoritis maupun pada tahapan praksis.  
 Hal ini dapat dilihat pada rentang waktu tahun 1950-1956, pemikiran Bung 
Karno ini tak sedikit mendapatkan keritikan tegas dari ulama Indonesia, terutama dari 
kelompok Masyumi dan PSI, dalam melihat pandangan Bung Karno yang mencobba 
mencampur adukkan ke-Islaman dengan komunisme yang jelas-jelas sangat 
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kontradiktif dalam cara pandang dari kelompok Islam tradisonal. Kontroversi ini 
sebagai mana yang telah dijelaskan diatas bahwa, terdapat perbedaan pandangan 
Islam tersebut disebabkan latar belakang dan kultur yang berbeda dari kelompok 
Islam itu sendiri. Kontroversi antara kelompok Islam tradisonal dan kelompok Islam 
modernis. Kelompok tradisional dilatarbelakangi oleh  Kelompok Nahdatul Ulama 
(NU), dan kelompok - kelompok Islam Modernis diwakili oleh Muhammdia dan 
Persatuan Islam (Persis) dan Masyumi, yang memiliki pengaruh dalam gerakan 
gerakan sosial keagamaan di Indonesia.44 
Sementara untuk Piagam Madinah. Pembentukan Piagam Madinah didasari oleh 
semangat Muhammad Swt setelah memilih hijrah kota Yasrib. Tepatnya menurut 
Hitti, Muhammad saw sampai di Madinah pada tanggal 24 september 622 H.45 
Sesampainya di Yasrib dalam menyatukan suku-suku yang menghidup dalam rumpun 
kota Madinah. Sertah untuk memelihara persatuan dan kesatuan antar suku agar tidak 
terjadi sebuah bentuk diskriminasi dari hegemoni antara suku yang kuat terhadap 
suku yang lain. Dimana dapat dilihat bahwa isi dari pada piagam Madinah mengakui 
adanya hak-hak kebebasan, kesamaan dan supaya terwujudnya keadilan dalam 
kehidupa social mereka. Di bentuklah Piagam Madinah. 
Setelah seluruh masyarakat Islam di kota Madinah menyatakan sepakat untuk 
bernegara, yang dipimpin oleh rasulullah Saw. Maka untuk melindungi seluruh 
waraga masyarakat madinah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dengan 
mempertimbangkan perbedaan suku, dan agama yang berbeda maka rasulullah 
mengeluarkan piagam Madina sebagai landasan yang menghimpun seluruh 
kepentingan warga Madina, baik muslim yahudi dan suku-suku lain. Sebagaiman 
                                                             
44
 Fathurin Zen, NU Politik, Analisis Wacana Media (Cet. I; Yogyakarta : Lkis, 2004), h. 13 
45
 Bernard Lewis, The Arab in History, (London: Harper Colophon Books, 1967), h. 41  
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salah satu pasal piagam Madina  “ pasal 25 piagam madina “ sebagai satu kelompok, 
Yahudi Bani “Auf hidup berdampingan dengan kaum muslim. Kedua pihak memiliki 
agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri masing-
masing” .46 
Dalam kedua konsep ini penulis kemudian melihat adanya perbedaan antara 
pemikiran nasakom Bung Karno dan Piagam Madinah. Bahwa nasakom tidak lebih 
dari buah pemikiran Bung Karno yang dipengaruhi oleh ketiga entitas ini Nasionalis 
Islam dan Komunis, dalam kehidupan dan pergaulan beliau dan semasa masi dalam 
bangku pembelajaran beliu banya bertemu dengan tokoh-tokoh dari ketiga entitas 
tadi. Sementara Piagam Madinah merupakan pemikiran seorang pesuruh Tuhan, yang 
dituntun berdasarkan al-Qura’an. Hal ini dapat dilihat pada isi Piagam Madinah yang 
mencantumkan nama-nama Allah swt dan berisi permohonan perlindungan 
kepadanya. 
Keduah tercatat Bung Karno menjadikan Nasakom sebagai sebuah persatuan 
atau metode dasar untuk mendapatkan relevansi perjuangan kearah kemerdekaan 
bangsa, namun di sisi lain, kesiapan secara matang dari gagasan maupun secara 
teoritik  tersebut untuk di implementasikan atau diparaktiskan  dengan memandang 
batas-batas ideologis agar tidak berbenturan satu sama lain tidak dijelaskan secara 
sistematik dan praktis oleh Bung Karno. Sehingga meskipun tujuan dan niat Bung 
Karno adalah untuk menjaga keselarasan perjuangan dalam mengusir kaum 
Iperialisme dari bumi Indonesia serta menciptakan keadilan sosial dan persatuan  
dengan cara menyejajarkan ketiga ideologi itu dalam satu lingkaran yang sama. 
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 H. Zainal Abidin Ahmad, Piagam Muhammad Saw, (Jakarta:Bulan Bintang, 1973), h. 98 
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Namun ada perbedaan-perbedaan mendasar tersebut diatas menjadi bumerang atas 
eksistensi pemikiran Nasakom itu sendiri. 
Lain halnya dengan Piagam Madinah yang di gagas oleh Muhammad Saw. 
umat Islam kemudian mampu mengatur sebuah masyarakat besar yang telah mereka 
kuasai dari segi pemikiran hal ini dapat dilihat dari kematangan serta Al-Qur’an yang 
menjadi sumber dari lahirnya Piagam Madinah dan tidak hanya itu, patut dipahami 
bahwa Piagam Madinah tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga bersifat praktis. 
Selain itu  Meskipun Muhammad dipengaruhi oleh adat arab kesukuan, tradisi yahudi 
dan kristen, setelah melakukan pertemuan dengan pemuka-pemuka suku dari 
berbagai kalangan di Yatrib. Sebagaimana Antoni Black, menjelaskan ada beberapa 
fenomena penting dalam sejara Piagam Madinah. Pertama, identitas kesukuan tetap 
memiliki peran penting dalam arus kesukuan masyarakat. Kedua, beberapa ciri 
tertentu masyarakat kesukuan lansung diperkenalkan kedalam masyarakat baru. 
Misalnya, konsep geneologi dan garis keturunan selalu ditekankan hubungan sosial 
dan presepsi kultural. Ketiga, beberapa ciri masyarakat kesukuan, dimasukkan  dalam 
struktur umat yang bertuhan.47 Dari segala yang ada itu Muhammad kemudian 
mampu menyatukan semuanya dalam satu kesatuan masayarakat dan malaburkan 
tradisi itu dalam perapian wahyu48. 
 
NO Nasakom Bung Karno Piagam Madinah 
                                                             
47
 Antony Black, Pemikiran politik Islam, dari masa kemasa, (Jakarta: Seramby, 2001),  h, 42 
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 Antony Black, Pemikiran politik Islam, dari masa kemasa, h. 36 
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1. Nasakom bersifat antroposentris, 
meski didasari sengan pahaman 
agama. Namun konsep ini tidak lebih 
dari hasil ijitihat Bung Karno atas 
situasi ke Indonesiaan.  
Piagam Madinah bersifat 
ketauhidan/Tauhidan, sebab di gagas 
oleh seorang utusan Allah Swt. Yang 
juga seorang negarawan.  
2. Nasakom Bung Karno di landaskan 
oleh tiga haluan sudut pandang yang 
berkembang pada situasi Indonesia 
saat itu Nasionalis Islam Komunis. 
Piagam Madinah murni berdasarkan 
pada anjuran Allah Swt, berupa Al-
Qur’an dan Al-Sunnah dan dari 
gagasan Nabi  
3. Dari segi penerapan Nasakom Bung 
Karno tidak begitu kongkri sebab 
hanya sebatas world view (Pandangan 
Dunia)   
Piagam Madinah, di sepakati untuk di 
berlakukan secara kongkrit, sebagai 
acuan bernegara dan berbangsa. 
4. Naskom Bung Karno di gagas pertama 
kali di tahun 1920 Nasismarx. 
Kemuadian menjadi Nasakom pada 
tahun 1926 saat di terbitkan dalam 
sala satu media loka ia itu Suluh 
Indonesia Muda. 
Sementara Piagam Madinah telah ada 
semenjak tahun 622 M. jauh sebelum 
negera-negara modern meletakan 
dasar Negara mereka. 
5. Dalam Nasakom ada tiga yang 
menjadi proteksi dan perlawanan atas 
ketidak adilan social dan kesewenang-
wenangan.   
 
Dalam Piagam Madinah terdapat nilai-
nilai ke-Islam bersifat 
rahmatanlilalamin, yang menjaadi 
proteksi terhadap nilai kemanusia 
bukan hanyadalam keadilan social, 
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tetapi lebik kohnprensif 
6. Dalam Nasokom ajaran agama 
kemudian di jadikan sebagai sebuah 
kerangka analisi untuk melawan 
kesewenang-wenangan dan ketida 
adilan dalam atrian bahwa prinsip 
Nasakom tidak memaksa 
Piagam Madinah selain sebagai 
bentuk perlahanan terhadap ketidak 
adilan. ia juga mengatur larang atas 
perbuatan masyarakat atas ketida 
adilan. dalam hal ini Piagam Madinah 










1. Nasionalisme Agama dan Komunisme (NASKOM) merupakan akronim dari 
ketiga ideologi yang di sejajarkan oleh Bung Karno sebagai ajaran perlawanan 
terhadap kapitalis imperialis asing, maupun kapitalisme bangsa sendiri. 
Sekaligus sebagai konsep pemersatu bangsa, dan untuk melanjutkan semangat 
revolusi kearah Indonesia yang bermartabat dan berkeadilan sosial. 
2. Piagam Madinah merupakan dokumen konsitusi atau dasar suatu negara yang 
pertama  kali lahir didaratan asia, yang dibuat oleh nabi Muhammad Saw pada 
tahun 622 M.  berdasarkan struktur sosial masyarakat Madinah pada saat itu. 
demi mewujudkan sebuah kesatuan golongan menjadi satu umat dan hidup 
berdampingan secara damai sebagai suatu komunitas yang bermoral. Dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan social.  
3. Relevansi antara konsep nasakom Bung Karno dan Pancasila jelas akan 
memiliki relevansi sebab pancasila merupakan buah pemikiran Presiden 
Pertama Indonesia, yang tidak lain adalah pengagas Nasakom. Nasakom 
sendiri merupakan hasil sinkritisme Bung Karno dalam menjiwai ideologi 
Pancasila, yang lahir tanggal 1 Juni 1945. Pidatonya pada saat itu mengariskan 
lima prinsip dasar Pancasila, Pertama, Kebangsaan Indonesia, Kedua 
Internasionalisme dan perikemanusaan Ketiga Mufakat atau demokrasi dan 
kempat Kesejahteraan Sosial.  
Dalam Piagam Madinah relevansi yang terdapat dalam konteks Indonesia. 
Bahawa Piagam Madinah menghendaki adanya pengaturan tentang warga 
negara, dengan menjunjung tingi hak asasi manusia serta semangat 
Nasionalisem, Keberagamaan Agama, dan keadilan social. Di dalam konsitusi 
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yang dilatar belakangi budaya dan kebutuhan rakyat. Hal ini memiliki 
relevansi bagi UUD 1945. 
Dari segi persamaan penulis kemudian menyimpulkan bahwa kedua konsep 
ini dari segi kebangsaan atau nasionalisme, konsep nasakom Bung Karno 
maupun Piagam Madinah sama-sama menerima adanya perbedaan dalam 
kontek masyarakat majemuk menghendaki akan hadirnya persatuan dan 
kesatuan. Dari sisi keadilan social keduanya juga menolak, kesewenang-
wenangan dan penindasan, dari salah satu golongan terhadap golongan 
lainnya, sebagaimana nasakom yang menolak akan hadirnya penjajahan, 
kapitalisme dan imperialisme. Piagam madinah juga menolak akan adanya 
pengumpulan harta dengan cara yang batil dan ribah. Dari segi hak bahwa 
keduanya juga sama-sama menerima kesaman hak diantara golongan.  
Sementara dari perbedaan. konsep nasakom sendiri merupakan konsep Bung 
Karno  yang lahir lebih berdasar pada pengalaman personal seorang Bung 
Karno dalam menyikapi persoalan keindonesiaan pada saat itu. Semenatra 
Piagam Madinah seperti yang dikatan Syuthi Pulung piagam madinah bahwa 
kelahiran piagam Madinan berdasrkan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam 
Al-Quraan dn dari realitas sosial yang kemudian dilihat oleh Muhammad Saw. 
Selian itu Piagam Madinah lebih bersifat kongkrit dalam menjaga hak-hak 
setiap individu dan juga menciptakan keadilan sosial. Berbeda halnya dengan 
nasakom yang lebih bersifat konsepsi dan hanya pada tataran sebagai suatu 
teori.  
B. Implikasi 
1. Telepas dari sejerah kelam PKI pada era kepemimpinan Bung Karno dan 
unsur komunis yang tedapat pada konsep nasakomnya. Nasakom dan Marxis-
Komunis, sebagai khazanah ilmu pengetahuan dan sebgai sebuah teori, adalah 
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salah satu konsep penting yang perlu dipelajari untuk  kemajuan negara 
Indonesia. 
2. Pengkajian atas piagam Madinah diharapkan dapat meninjaua kembali 
pemberlakuan konsitusi negara Indonesia demi terakomodasinya prinsip, 
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